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ABSTRAK 

Riza Permatasari. 02215188. Implementasi PSAK NO. 46 Pada PT Garuda Indonesia 

(Persero) Tbk yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018. 

Pembimbing; Yohanes Indrayono dan Patar Simamora 

Negara Indonesia seringkali dihadapkan dengan permasalahan dan persoalan 

khususnya dalam bidang ekonomi, yang terkadang berpengaruh terhadap jalannya 

pembangunan nasional. Oleh karena itu, demi kelancaran pembangunan nasional begitu 

banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan sumber penerimaan 

negara khususnya yang berasal dari sektor pajak. Setiap entitas memiliki kewajiban untuk 

membayar pajak kepada negara sesuai dengan Undang-undang Perpajakan. Khusus untuk 

pajak penghasilan, SAK juga mengatur akan hal tersebut di dalam Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan atau PSAK No. 46 tentang Pajak Penghasilan. Tujuan dibuatnya 

PSAK ini mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan PSAK No. 46 tentang 

pajak penghasilan memunculkan beberapa perbedaan dalam pengakuan dan 

perlakuannya, yaitu adanya beda permanen dan temporer dalam aturan perpajakan. 

Keberadaan dua hal tersebut menimbulkan istilah pajak tangguhan. 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui implementasi PSAK No. 46 

atas laporan keuangan pada perusahaan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan 

mengetahui implementasi PSAK Indonesia. 46  pada perusahaan PT Garuda Indonesia 

(Persero) Tbk telah sesuai dengan Peraturan Perpajakan. Penelitian studi kasus mengenai 

implementasi PSAK No. 46 ini dilakukan pada salah satu perusahaan sub iissetii 

transportasi yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia yaitu PT Garuda Indonesia 

(Persero) Tbk. Jenis penelitian ini yaitu kuantitatif dan menggunakan data sekunder 

dengan unit analisis organisasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah deskriptif eksploratif non statistic. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada PT Garuda Indonesia 

(Persero) Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) telah melakukan 

pengungkapan dan penyajian laporan keuangan terkait pajak penghasilan sesuai dengan 

standar PSAK No. 46. Sebagaimana segi pengungkapan diungkapkan pada kebijakan 

akuntansi dalam CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan) dan segi penyajian dalam pos-

pos akun dalam laporan keuangan. 

Kata Kunci: PSAK No. 46, Laporan Keuangan Konsolidasian, Pajak Tangguhan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Negara Indonesia seringkali dihadapkan dengan permasalahan dan persoalan 

khususnya dalam bidang ekonomi, yang terkadang berpengaruh terhadap jalannya 

pembangunan nasional. Oleh karena itu, demi kelancaran pembangunan nasional 

begitu banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan sumber 

penerimaan negara khususnya yang berasal dari sector pajak. Setiap entitas memiliki  

kewajiban untuk membayar pajak kepada negara sesuai dengan Undang-Undang 

Pajak Penghasilan. Penghasilan yang diterima atau diperoleh entitas dikenakan pajak 

setelah dikurangkan dengan biaya yang diperbolehkan untuk dikurangkan. 

Penghasilan tersebut kemudian akan dikenakan pajak sesuai dengan tariff yang 

berlaku. Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak 

Penghasilan merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau 

diperoleh Wajib Pajak atas seluruh penghasilannya. Tentu untuk kepentingan 

akuntansi komersial dapat tercermin dalam transaksi bisnis yang dapat memberikan 

penghasilan (Waluyo,2016).   

Di Indonesia, pajak penghasilan dipungut dari wajib pajak melalui self 

assessment system yaitu system pemungutan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib 

pajak orang pribadi atau badan dalam menghitung, membayar, dan melaporkan 

kewajiban perpajakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

Peraturan Perpajakan (Undang-Undang Pajak Penghasilan-UU PPh) dan Standar 

Akuntansi Keuangan (SAK) memiliki perbedaan pengakuan dan pengukuran 

penghasilan dan beban yang dapat memunculkan asset atau liabilitas pajak 

tangguhan yang harus diungkapkan dan disajikan dalam laporan keuangan (Razzaq, 

2018).  

Laporan keuangan merupakan produk akhir dan serangkaian proses pencatatan 

dan pengikhtisaran data transaksi bisnis. Seorang akuntan diharapkan mampu untuk 

mengorganisir seluruh data akuntansi hingga menghasilkan laporan keuangan, dan 

bahkan harus dapat menginterpretasikan serta menganalisis laporan keuangan yang 

dibuatnya. Laporan keuangan yang baik adalah laporan keuangan yang disusun dan 

disajikan secara jelas, jujur, dan benar berdasarkan standar akuntansi yang berlaku 

(Herry,2015). 

Salah satu unsur penting dalam laporan keuangan adalah pajak penghasilan 

yang menuntut adanya perlakuan secara khusus, karena jika ada kesalahan maka 

dapat mengakibatkan masalah bagi perusahaan. Itu sebabnya, pajak penghasilan 

perusahaan yang dilaporkan dalam laporan keuangan perlu diperhatikan dan dihitung 

secara hati-hati serta disajikan dengan benar agar tidak menyesatkan penggunaannya 

(Mely, 2018).    
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Terdapat dua jenis laporan keuangan, yaitu laporan keuangan komersial dan 

laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan komersial berfungsi menyajikan 

informasi kuantitatif mengenai suatu entitas ekonomi sebagai dasar untuk 

pengambilan suatu keputusan ekonomi terhadap beberapa alternatif yang tersedia. 

Sedangkan laporan keuangan fiskal merupakan bagian dari akuntansi yang dalam 

penyajian laporan keuangannnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan. 

Indonesia mempunyai sebuah standar akuntasni yang ditetapkan oleh Ikatan 

Akuntansi Indonesia (IAI) yang disebut dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), 

tujuan dibuatnya SAK ini adalah agar laporan keuangan dapat tersaji secara benar, 

jelas, wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. Khusus untuk pajak penghasilan, 

SAK juga mengatur akan hal tersebut di dalam Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan atau PSAK No. 46 tentang pajak penghasilan. Tujuan dibuatnya PSAK ini 

untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan. PSAK No. 46 tentang 

pajak penghasilan memunculkan beberapa perbedaan dalam pengakuan dan 

perlakuannya, yaitu adanya perbedaan temporer dan perbedaan permanen dalam 

aturan perpajakan. Keberadaan dua hal tersebut menimbulkan istilah pajak 

tangguhan. Dalam menentukan pendapatan dan biaya, Standar Akuntansi Keuangan 

dan Undang-Undang Perpajakan juga memiliki perbedaaan. Dari perbedaan inilah 

atas kedua dasar tersebut maka dilakukanlah koreksi fiskal terhadap laporan 

keuangan menurut akuntansi atas laba rugi komersial sesuai dengan peraturan 

perpajakan, sehingga dari koreksi fiskal ini diubah dibuatlah laporan keuangan fiskal 

(Prawita,2016).  

Akibat dari perbedaan-perbedaan tersebut menyebabkan perbedaan antara 

laporan keuangan komersial dan laporan fiskal. Dalam perbedaan tersebut ada yang 

bersifat permanen dan ada yang bersifat temporer. Perbedaan permanen adalah 

perbedaan beban dan pendapatan antara pelaporan komersial dan pajak fiskal. 

Sedangkan perbedaan temporer adalah perbedaan antara jumlah tercatat aset atau 

liabilitas dengan nilai tercatat pada aset atau liabilitas yang berakibat pada perubahan 

laba fiskal periode mendatang. Di dalam PSAK 46 perbedaan inilah yang akan 

dibahas terutama perbedaan yang bersifat temporer. Karena perbedaan temporer 

dapat menyebabkan pemulihan atau penyelesaian dimasa yang akan datang antara 

jumlah tercatat aset dan liabilitas, inilah yang menjadi isu utama dalam PSAK No. 

46. Sedangkan perbedaan permanen ini tidak perlu disajikan karena tidak akan 

terpulihkan di masa yang akan datang. 

Pajak tangguhan sebagai jumlah Pajak Penghasilan yang terpulihkan pada 

periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dari 

sisa kerugian yang dapat dikompensasikan. Pengakuan pajak tangguhan berdampak 

terhadap berkurangnya laba atau rugi bersih (neto) sebagai akibat adanya 

kemungkinan pengakuan beban pajak tangguhan atau manfaat pajak tangguhan. 

Pengakuan terhadap aset dan liabilitas pajak tangguhan berlandasakan fakta 
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kemungkinan pemulihan aset atau pelunasan liabilitas/pembayaran yang menjadi 

lebih besar atau kecil pada periode mendatang dibanding pembayaran pajak sebagi 

akibat pemulihan aset atau pelunasan liabilitas yang tidak memiliki konsekunesi 

pajak.(Waluyo, 2016).  

Menurut penelitian terdahulu tidak semua perusahaan menerapkan PSAK No. 

46 dengan tepat sesuai dengan penyesuaian yang ada. Windy Nawir Mansur (2012) 

telah melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Penerapan PSAK No. 46 Pada 

Laporan Keuangan PT Prima Karya Manunggal” dengan variabel yang digunakan 

adalah Pajak Penghasilan (PSAK No. 46). Penelitian dilaksanakan pada perusahaan 

manufaktur yang bergerak dibidang pengemasan semen. Hasil penelitian 

menyimpulkan bahwa perusahaan telah menerapkan akuntansi pajak penghasilan 

pada laporan keuangannya, namun belum sepenuhnya mengakui adanya konsekuensi 

atas pajak di masa yang akan datang berupa perubahan kewajiban jangka panjang 

menjadi kewajiban jangka pendek. 

Menurut penelitian Putra (2016) yang berjudul “Analisis Penerapan Pajak 

Penghasilan PSAK No. 46 Terhadap Laporan Keuangan PT MNC Sky Vision KPP 

Malang” dengan variabel yang digunakan adalah Pajak Penghasilan (PSAK No. 46). 

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa PT MNC Sky Vision KPP Malang belum 

menerapkan pencatatan dan pelaporan keuangan berdasarkan PSAK No. 46. Setelah 

diterapkannya PSAK No. 46 ini, mengakibatkan timbulnya kewajiban/hutang pajak 

tangguhan serta hutang pajak kini pada neraca karena beda waktu yang berasal dari 

perbedaan metode penyusutan aset tetap dan tarif yang digunakan antara perusahaan 

dengan peraturan perpajakan.  

Terkadang suatu perusahaan menghadapi masalah dengan otoritas jasa 

keuangan dimana entitas terekspos menghadapi resiko harus membayar sejumlah 

uang yang dikenal dengan istilah denda. Berdasarkan kutipan pada liputan6.com 

(2019), OJK mengenakan sanksi kepada direksi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk 

dengan denda masing-masing sebesar Rp 100.000.000 dikarenakan laporan keuangan 

yang salah. Kesalahan dalam laporan keuangan ini lebih ditekankan karena 

pengakuan pendapatan atas perjanjian kerjasama dengan PT Mahata Aero Teknologi 

yang diindikasikan tidak sesuai dengan standar akuntansi, namun tidak menutup 

kemungkinan selain kesalahan tersebut juga terdapat kesalahan lain yang tidak sesuai 

dengan standar akuntansi. Pada dasarnya setiap perusahaan diwajibkan untuk 

membayar pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun 

pajak, termasuk PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Kesalahan laporan keuangan 

yang telah dijabarkan di atas menyebabkan perlu diidentifikasi kembali implementasi 

PSAK no. 46 pada laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.  

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk adalah salah satu perusahan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia. PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk atau biasa dikenal 

dengan Garuda Indonesia merupakan salah satu maskapai penerbangan terkemuka di 
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Indonesia. PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk didirikan berdasarkan akta No. 137 

tanggal 31 Maret 1950 dari notaris Raden Kadiman. Akta pendirian tersebut telah 

disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia Serikat No. 30 tanggal 12 mei 

1950, tambahan No. 36. Perseroan membuka lembaran baru dengan melenggang 

sebagai perusahaan public setelah melakukan penawaran umum perdana (initial 

public offering) atas 6.335.738.000 saham Perseroan kepada masyarakat pada 11 

Februari 2011. Saham tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada 11 

Februari 2011 dengan kode GIAA. 

Berdasarkan penjelasan di atas PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sudah 

terdaftar sebagai badan usaha di Indonesia. Yang mengharuskan badan usaha untuk 

melakukan perhitungan pajak penghasilam sesuai dengan peraturan yan berlaku di 

Indonesia. Dari Laporan Keuangan yang didapatkan ditemukan sebuah GAP yaitu: 

Tabel 1.1 

Data Terkait Pajak Tangguhan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk  

Periode 2016-2018 

(Disajikan USD) 

 

2016 2017 2018 

Aset Pajak Tangguhan  108.493.964 69.511.409 100.148.570 

Liabilitas Pajak Tangguhan 2.055.561 1.685.345 996.573 

Manfaat (Beban) Pajak Tangguhan 9.700.306 (36.325.487) 35.529.049 

Sumber data: PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Periode 2016-2018 

Berdasarkan 4sset 1.1. diatas, data terlihat nilai aset pajak tangguhan, liabilitas 

pajak tanguhan dan beban pajak tangguhan  pada perusahaan PT Garuda Indonesia 

(Persero) Tbk yaitu adanya perbedaan pengakuan pendapatan dan beban menurut 

akuntansi dan perpajakan yang menimbulkan adanya perbedaan laba fiskal dan laba 

komersial sehingga menimbulkan perbedaan temporer yang menyebabkan adanya 

pajak tangguhan. 

Dari tabel 1.1. data yang disajikan dalam dolar dapat dilihat bahwa aset pajak 

tangguhan pada perusahaan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk mengalami kenaikan 

dan penurunan pada tahun 2016 sebesar 108.493.964, tahun 2017 sebesar 69.511.409 

dan tahun 2018 sebesar 100.148.570 dan nilai liabilitas pajak tangguhan mengalami 

kenaikan dan penurunan pada tahun 2016 sebesar  2.055.561, tahun 2017 sebesar 

1.685.345 dan pada tahun 2018 sebesar 996.573. Seharusnya jika aset pajak 

tangguhan meningkat maka liabilitas pajak tangguhan dan beban pajak tangguhan 

mengalami penurunan. Hal tersebut berbanding terbalik dengan teori yang 

dinyatakan oleh Zain (2007) kenaikan neto 4sset tangguhan menyebabkan 

pengurangan beban pajak perusahaan, sedangkan kenaikan neto kewajiban pajak 

tangguhan menyebabkan pengurangan beban pajak perusahaan, sedangkan kenaikan 

neto kewajiban pajak tangguhan menyebabkan kenaikan beban pajak perusahaan. 

Menurut penelitian Fauziyah yang berjudul Analisis Penerapan PSAK No. 46 
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Tentang Pajak Penghasilan Pada PT Agung Podomoro Land Tbk (Perusahaan 

Properti Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2017) menyatakan 

bahwa jika aset pajak tangguhan meningkat maka liabilias pajak tangguhan dan 

beban pajak tangguhan mengalami penurunan. 

Berdasarkan hasil dari penelitian terdahulu dapat dilihat jika penyajian 

akuntansi pajak masih menunjukan bahwa masih banyak perusahaan yang belum 

tepat dalam pelaksanaan akuntansi pajaknya. Hal ini menimbulkan keinginan peneliti 

untuk mengetahui apakah akuntansi pajak dilakukankan secara baik pada PT Garuda 

Indonesia (Persero) Tbk. Maka peneliti ini diberi judul “Implementasi PSAK NO. 

46 Pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang Terdaftar Di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2016-2018”. 

1.2 Identifikasi Masalah dan Perumusan 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, peneliti merumuskan 

masalah melalui Implementasi PSAK No. 46 pada laporan keuangan dan penentuan 

perbedaan temporer dari pajak tangguhan yang terdapat pada PT Garuda Indonesia 

(Persero) Tbk, dengan mengimplemntasi tingkat kesesuaian dari penerapan PSAK 

No. 46 pada laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, sehingga melalui 

penentuan tersebut dapat terlihat apakah PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sudah 

menerapkan PSAK No. 46 dengan tepat dan sesuai dengan standar akuntansi 

keuangan dan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. 

1.2.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi yang telah diuraikan di atas, maka rumusan penelitian 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana implementasi PSAK Indonesia. 46 atas laporan keuangan pada 

perusahaan Indonesia Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2018? 

2. Apakah implementasi PSAK Indonesia. 46 pada perusahaan Indonesia Garuda 

Indonesia (Persero) Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 

2016-2018 telah sesuai dengan peraturan perpajakan? 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

1.3.1 Maksud Penelitian 

Maksud dari penelitian adalah untuk mengetahui penyajian laporan laba rugi 

komperhensif dan laporan posisi keuangan, mengetahui penerapan PSAK No. 46 atas 

laporan keuangan, mengetahui kesesuaian antara implementasi PSAK No. 46 dengan 

peraturan perpajakan, menginformasikan akhir dari penelitian, serta memberikan 

saran yang dapat menghilangkan penyebab timbulnya permasalahan tersebut. 
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1.3.2 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian tentang tinjauan objek pajak dan akuntansi pajak: 

1. Untuk mengetahui implementasi PSAK Indonesia. 46 atas laporan keuangan 

pada perusahaan Indonesia Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2018. 

2. Untuk mengetahui implementasi laporan keuangan pada perusahaan Indonesia 

Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

periode 2016-2018 telah sesuai dengan Peraturan Perpajakan 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh penelitian ini adalah : 

1. Kegunaan Praktis 

Bagi perusahaan, penelitian ini dapat menjadi evaluasi serta menjadi suatu 

kebijakan agar dapat memecahkan dan mengantisipasi masalah pada perusahaan 

terhadap laporan keuangan agar dapat melakukan penyajian dan pelaporan 

laporan keuangan sesuai dengan PSAK Indonesia. 46 yang telah diatur 

2. Kegunaan Akademis 

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dan pengembangan ilmu 

akuntansi pada umumnya serta akuntansi perpajakan khususnya, dalam hal 

untuk pengembalian keputusan pihak manajemen perusahaan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.  Pajak 

2.1.1.  Pengertian Pajak    

Menurut undang-undang No. 28 tahun 2007 pasal 1 ayat (1) tentang ketentuan 

umum dan tata cara perpajakan (KUP) pajak adalah kontribusi wajib kepada negara 

yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan 

untuk keperluan negara bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. 

Menurut Rochmat Soemitro dalam Resmi (2017)  pajak adalah Iuran rakyat 

kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan 

tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan, 

dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 

Menurut Djajadiningrat dalam Resmi (2017) pajak adalah sebagai suatu 

kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan 

suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi 

bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat 

dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk 

memelihara kesejahteraan umum. 

Menurut Feldmann dalam Resmi (2017) pajak adalah prestasi yang dipaksakan 

sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang 

ditetapkannnya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata 

digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.  

Menurut Mardiasmo (2018) pajak adalah iuran dari rakyat kepada negara yang 

berhak memungut pajak hanyalah negara, iuran tersebut berupa uang (bukan barang). 

Berdasarkan undang-undang pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan 

undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi 

dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk, dalam pembayaran pajak tidak 

dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. Digunakan 

untuk membiayai rumah tangga Negara, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang 

bermanfaat bagi masyarakat luas.  

2.1.2 Fungsi Pajak 

Terdapat dua fungsi pajak menurut bukunya Resmi (2017) yaitu sebagai  

berikut: 

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)  

Pajak mempunyai fungsi budgetair artinya pajak merupakan salah satu sumber 

penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun 

pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya 

memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut 
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ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak 

melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan 

(PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 

(PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain. 

2. Fungsi Regularend (Pengatur)  

Pajak mempunyai fungsi pengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur 

atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, 

serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. 

2.1.3 Jenis Pajak  

Menurut Resmi (2017), terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat 

dikelompokan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, 

dan menurut lembaga pemungutnya yaitu akan dijabarkan seperi dibawah ini :  

1.  Menurut Golongan Pajak dikelompokan menjadi dua, yaitu :  

a.  Pajak Langsung  

Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri 

oleh Wajib pajak dan tidak dapat  dilimpahkan atau dibebankan kepada orang 

lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang 

bersangkutan, misalnya pajak penghasilan (PPh) penghasilan (PPh).  

b.  Pajak Tidak Langsung  

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada 

orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu 

kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, 

misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa, misalnya Pajak Pertambahan 

Nilai (PPN).  

2.  Menurut Sifat Pajak dikelompokan menjadi dua, yaitu : 

a.  Pajak Subjektif  

Pajak Subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan 

keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan 

keadaan subjeknya, misalnya Pajak Penghasilan (PPh). 

b.  Pajak Objekif  

Pajak Objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan 

objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan , atau peristiwa yang 

mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa peristiwa yang 

mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan 

keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal, misalnya: 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 

(PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 
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3.  Menurut Lembaga Pemungut Pajak dikelompokan menjadi dua, yaitu :  

a. Pajak Negara (Pajak Pusat)  

Pajak Negara (Pajak Pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat 

dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya, 

misalnya PPh, PPN dan (PPnBM).  

b. Pajak Daerah  

Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah 

tingkat 1 (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten /kota) 

dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing, 

misalnya Pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, pajak air 

tanah, dan Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan. 

2.1.4 Pajak Penghasilan 

“Menurut Undang-Undang Perpajakan Pasal 4 ayat (1), penghasilan adalah 

setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, 

baik dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau 

untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam 

bantuk apapun”. 

Kemudian Undang-Undang PPh tahun 2011 pasal 1 mengatur pengenaan Pajak 

Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau 

diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila 

menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau 

memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang ini disebut Wajib Pajak. Wajib 

Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu 

tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun 

pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.  

Pajak penghasilan sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah 

pajak yang dikenkan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima dalam 

tahun pajak. Oleh karena itu Pajak Penghasilan melekat pada subjek. Pajak 

Penghasilan termasuk salah satu jenis pajak subjektif. Subjek pajak akan dikenai 

pajak apabila dia menerima atau memeperoleh penghasilan. Dalam Undang-Undang 

Pajak Penghasilan, subjek pajak yang menerima atau memeperoleh penghasilan 

disebut sebagai wajib pajak. (Resmi 2017). 

Dari definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan 

adalah pajak yang dikenakan kepada subjek pajak yang menerima atau memperoleh 

penghasilan karena sifatnya pajak penghasilan yang melekat pada setiap wajib pajak. 

2.1.5 Objek Pajak  

Menurut Mardiasmo (2018) yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan, 

yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib 

Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat 

dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang 

bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk : 
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1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima 

atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, 

gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan 

lain dalam undang-undang ini. 

2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. 

3. Laba usaha. 

4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk: 

a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan 

badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal. 

b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau 

anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya. 

c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, 

pemecahan, pengambilalihan usaha atau reorganisasi dengan nama dan dalam 

bentuk apapun. 

d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, 

kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam gaaris keturunan lurus 

satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk 

yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan 

kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri 

keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, 

kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. 

e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak 

penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam  

f. perusahaan pertambangan. 

5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan 

pembayaran tambahan pengembalian pajak. 

6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian 

utang. 

7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari 

perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha 

koperasi. 

8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak. 

9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. 

10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. 

11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu 

yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 

12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing. 

13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. 

14. Premi asuransi. 

15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri 

dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. 
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16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan 

pajak. 

17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah. 

18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur 

mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. 

19. Surplus Bank Indonesia. 

Dilihat dari mengalirnya  tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib 

Pajak, penghasilan tersebut dapat dikelompokkan menjadi : 

3. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, seperti 

gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, 

pengacara, dan sebagainya. 

4. Penghasilan dari usaha atau kegiatan. 

5. Penghasilan dari modal atau penggunaan harta, seperti sewa, bunga, dividen, 

royalti, keuntungan dari penjualan harta yang tidak digunakan, dan sebagainya. 

6. Penghasilan lain-lain, yaitu penghasilan yang tidak dapat diklasifikasikan ke 

dalam salah satu dari tiga kelompok penghasilan di atas seperti : 

a. Keuntungan karena pembebasan utang. 

b. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing. 

c. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. 

d. Hadiah undian. 

Waluyo (2016) menjelaskan bahwa yang bukan merupakan objek pajak 

menurut pasal 4 ayat (3) UU PPh adalah: 

1. a. Bantuan atau sumbangan yang termasuk zakat yang diterima oleh badan amil 

zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah 

dan para penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang 

sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima 

oleh lembaga kegamaan yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah dana 

yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya 

diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. 

b.  Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan 

lurus satu derajat dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau 

badan 11sset11 atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang diterapkan oleh 

menteri keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, 

kepemilikan atau pengusaha antara pihak-pihak yang bersangkutan 

2.  Warisan; 

3.  Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham 

atau sebagai pengganti penyertaan modal;  

4.  Pengganti atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan jasa yang diterima atau 

diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau 

pemerintahan; 
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5.  Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan 

asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan 

asuransi beasiswa; 

6.  Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai 

WP Dalam Negeri, Koperasi, BUMN, atau BUMD dari penyetaraan modal pada 

badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan 

syarat: 

a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan 

b. Bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima dividen, 

kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% 

dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif diluar 

kepemilikan saham tersebut; 

7.  Iuran yang diterima atau diperoleh dana 12sset1212 yang pendirinya telah 

disahkan oleh menteri keuangan baik yang dibayar oleh pemberi kerja atau 

pegawai; 

8.  Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana 12sset1212 dalam bidang-

bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan; 

9.  Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan, komanditer 

yang misalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma 

dan kongsi; 

10.  Bagian obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama lima 

tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberi izin usaha; 

11.  Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa 

bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha 

atau kegiatan di Indonesia dengan syarat pasangan usaha tersebut;  

a.  Merupakan perusahaan mikro kecil, menengah, atau yang menjalankan 

kegiatan dalam 12sset12-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan 

Peraturan Meneteri Keuangan; 

b.  Sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia; 

12.  Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih 

lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; 

13.  Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang 

bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan 

pengembangan yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, 

kemudian ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan 

pendidikan dan/atau penelitian ini dan pengembangan, dalam jangka waktu 

paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut yang ketentuannya 

diatur lebih lanut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; 

14.  Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut 

dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 
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2.1.6 Pendapatan Kena Pajak Boleh Dikurangkan 

Pendapatan kena pajak adalah pendapat yang boleh menjadi pengurang dalam 

menentukan besarnya jumlah pendapatan kena pajak. Menurut Mardiasmo (2018) 

besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha 

tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, 

menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk: 

1. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan 

usaha, antara lain: 

a. Biaya pembelian bahan; 

b. Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, 

bonus, gratifikasi, dan tunjungan yang diberikan dalam bentuk uang; 

c. Bunga, sewa, dan royalti; 

d. Biaya perjalanan; 

e. Biaya pengolahan limbah 

f. Premi asuransi 

g. Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan 

Menteri Keuangan; 

h. Biaya administrasi; 

i. Pajak kecuali Pajak Penghasilan. 

2. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi 

atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai 

masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun; 

3. Iuran kepada dan pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri 

Keuangan; 

4. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan 

dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan 

memelihara penghasilan; 

5. Kerugian selisih kurs mata uang asing; 

6. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia; 

7. Biaya beasiswa, magang dan pelatihan; 

8. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat: 

a. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial; 

b. Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih 

kepada Direktorat Jenderal Pajak, dan; 

c. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau 

instansi pemerintah yang menangani piutang negara, atau adanya perjanjian 

tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan 

debitur yang bersangkutan, atau lebih dipublikasikan dalam penerbitan umum 

atau khusus, atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah 

dihapuskan untuk jumlah utang tertentu; 
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d. Syarat sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak berlaku untuk penghapusan 

piutang tak tertagih debitur kecil; 

9. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya 

diatur dengan Peraturan Pemerintah; 

10. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di 

Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; 

11. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan 

Peraturan Pemerintah; dan 

12. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentunnya diatur dengan Peraturan 

Pemerintah; dan 

13. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan 

Peraturan Pemerintah; 

14. Kompensasi kerugian fiskal tahun sebelumnya (maksimal lima tahun). 

2.1.7 Pendapatan Kena Pajak Tidak Boleh Dikurangkan 

Selain pendapatan kena pajak boleh dikurangkan, menurut Mardiasmo (2018) 

terdapat juga pendapatan kena pajak tidak boleh dikurangkan yaitu: 

1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, 

termasuk dividen yang dibayarkan oleh peusahaan asuransi kepada pemegang 

polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi; 

2. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang 

saham, sekutu, atau anggota; 

3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali: 

a. Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha yang lain  

menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan 

pembiayaan konsumen, dan perusahaan piutang; 

b. Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang 

dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ; 

c. Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan; 

d. Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan; 

e. Cadangan biaya penanaman kembali untuk untuk usaha kehutanan; dan 

cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah 

industri untuk usaha pengolahan limbah industri yang ketentuan dan syarat-

syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 

4. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, 

dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika 

dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai bagi Wajib Pajak 

yang bersangkutan; 

5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang 

diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan 

dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam 



15 

 

 
 

bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan 

pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri 

Keuangan; 

6. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau 

kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan 

dengan pekerjaan yang dilakukan; 

7. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan, kecuali: 

a. Sumbangan yang diperbolehkan dikurangkan; 

b. Zakat yang diterima oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang 

dibentuk; 

c. Sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui 

di Indonesia, yang diterima oleh Lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh 

pemerintah; 

8. Pajak Penghasilan 

9. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak 

atau orang yang menjadi tanggungannya; 

10. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan 

komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham; 

11. Sanksi adminstrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana 

berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di 

bidang perpajakan; 

12. Biaya-biaya (pengeluaran) untuk mendapat, menagih dan memelihara 

penghasilan 

a. Dikenakan PPh yang bersifat Final; 

b. Bukan Objek Pajak. 

13. Biaya-biaya (pengeluaran) untuk mendapat, menagih, dan memelihara 

penghasilan yang PPh-nya dihitung dengan menggunakan Norma Penghasilan 

Neto.    

2.2.  Akuntansi Pajak Penghasilan Berbasis PSAK No. 46 

2.2.1  Pengertian PSAK No. 46 

Di dalam peraturan akuntansi PSAK No. 46 mengatur tentang perlakuan 

akuntansi pajak penghasilan. Menururt Waluyo (2016) Pajak Penghasilan 

sebagaimana diatur dalam PSAK No. 46 menggunakan dasar akrual yang mengatur 

Pajak Penghasilan yang kurang bayar atau terutang dan pajak yang lebih bayar dalam 

masa pajak dan mengakui liabilitas dan aset pajak tangguhan terhadap konsekuensi 

pajak periode mendatang, atas transaksi yang telah diakui sebagai unsur laba 

komersial tetapi belum diakuinya sebagai laba fiskal atau sebaliknya. Dasar akrual 

dalam akuntansi pajak karena 15sset15 kepastian peraturan pajak dan digunakan self 

assessment system sebagai dasar pemungutan pajak. 
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Menurut Waluyo (2016), PSAK No. 46 bertujuan mengatur perlakuan 

akuntansi untuk Pajak Penghasilan, yaitu cara mempertanggungjawabkan 

konsekuensi pajak pada periode berjalan dan periode mendatang untuk: 

1. Nilai tercatat aset yang diakui pada neraca perusahaan atau pelunasan nilai 

tercatat liabilitas yang diakui pada neraca perusahaan. 

2. Transaksi-transaksi atau kejadian-kejadian lain ada periode berjalan yang diakui 

pada laporan keuangan perusahaan. 

Menurut Wirawan (2015), PSAK No. 46 bertujuan mengatur perlakuan 

akuntansi untuk PPh saja, khususnya pengakuan, pengukuran dan pencatatan beban 

pajak, aset dan liabilitas pajak tangguhan dan aset liabilitas pajak kini. 

Menurut Harnanto (2016) PSAK No. 46 mendefinisikan beda waktu sebagai 

suatu perbedaan antara Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dari suatu 16sset atau 

kewajiban dengan nilai tercatat yang disajikan dalam neraca, dan akan berakibat 

timbulnya kewajiban atau utang pajak dan pengurangan penghasilan atau biaya fiskal 

di masa depan. 

2.2.2 Tujuan PSAK No. 46   

Dalam buku PSAK No. 46 bagian pendahuluan, tercantum paragraf yang 

menjelaskan tujuan dari PSAK No. 46 ini di mana pernyataan ini bertujuan untuk 

mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan. Isu utama dalam perlakuan 

akuntansi untuk pajak penghasilan adalah bagaimana menghitung konsekuensi pajak 

kini dan masa depan untuk hal berikut: 

1. Pemulihan atau penyelesaian jumlah tercatat aset atau liabilitas di masa depan 

yang diakui pada laporan posisi keuangan entitas. 

2. Transaksi dan peristiwa lain pada periode kini yang diakui pada laporan 

keuangan entitas. 

Pernyataan ini juga mengatur pengakuan aset pajak tangguhan yang timbul dari 

rugi pajak belum di kompensasi atau kredit pajak belum dimanfaatkan, penyajian 

pajak penghasilan dalam laporan keuangan dan pengungkapan informasi yang terkait 

dengan pajak penghasilan. 

2.2.3 Pajak Kini dan Pajak Tangguhan 

Pajak kini diketahui sebagai beban pajak penghasilan yang dihitung 

berdasarkan tarif pajak dikalikan dengan penghasilan kena pajak. Sedangkan pajak 

tangguhan sebagai jumlah pajak penghasilan yang terpulihkan pada periode 

mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dari sisa 

kerugian yang dapat dikompensasikan. Pengakuan pajak tangguhan berdampak 

terhadap berkurangnya laba atau rugi bersih sebagai akibat dari adanya kemungkinan 

pengakuan beban pajak tangguhan atau manfaat pajak tangguhan (Waluyo, 2016). 

Menurut Wirawan (2015), Pajak Kini adalah jumlah PPh terhutang atas 

penghasilan kena pajak pada suatu periode. Pajak Tanguhan adalah penghitungan 

pengakuan aset pajak tangguhan atau liabilitas pajak tangguhan yang timbul sebagai 
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akibat adanya perbedaan basis nilai aset atau liabilitas antara perhitungan menurut 

akuntansi dan menurut perpajakan. Pajak tangguhan terdiri dari:. 

1.  Liabilitas pajak tangguhan yaitu jumlah PPh yang terhutang untuk periode 

mendatang sebagai akibat adanya perbedaan sementara yang menimbulkan suatu 

jumlah kena pajak dalam perhitungan laba rugi atau fiskal periode mendatang 

ada saat nilai tercatat liabilitas dilunasi. 

2.   Aset pajak tangguhan yaitu jumlah PPh yang akan terpulihkan pada periode 

mendatang sebagai akibat adanya perbedaan sementara yang boleh dikurangkan 

dalam perhitungan laba rugi fiskal periode mendatang (mengurangi laba fiskal di 

masa yang akan datang) pada saat nilai tercatat aset dipulihkan atau nilai tercatat 

liabilitas dilunasi dan sisa kompensasi kerugian apabila laba fiskal dimasa 

datang memadai untuk dikompensasi. 

Dwi Martani (2016) menjelaskan tentang pengakuan pajak kini dan pengakuan 

pajak tangguhan, yang diuraikan sebagai berikut: 

Pengakuan Pajak Kini: 

1. Jumlah pajak kini, yang belum dibayar harus diakui sebagai liabilitas. 

2. Apabila jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode 

sebelumnya melebihi jumlah pajak terutang, maka selisihnya diakui sebagai aset. 

3. Manfaat yang berkaitan dengan rugi pajak yang dapat ditarik kembali untuk 

memulihkan pajak kini dan periode sebelumnya harus diakui sebagai aset. 

Untuk Pengakuan Pajak Tangguhan: 

1. Pada saat entitas memiliki laba sebelum pajak yang lebih besar dari penghasilan 

kena pajak, maka ada pengakuan menurut akuntansi sehingga diakui beban pajak 

tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan. 

2. Pada saat entitas memiliki laba sebelum pajak yang lebih kecil dari penghasilan 

kena pajak, maka pajak yang dibayar lebih besar daripada laba menurut 

akuntansi sehingga diakui aset pajak tangguhan dan manfaat pajak tangguhan. 

3. Pada saat perusahaan mengalami kerugian, maka kerugian tersebut dapat 

dikompensasikan di masa mendatang, dan manfaat pajak tangguhan. 

4. Aset pajak tanguhan ditinjau untuk memastikan bahwa manfaat di masa 

mendatang akan diperoleh entitas.  

2.2.3.1 Penyajian Aset dan Liabilitas Pajak Tangguhan 

Beban (penghasilan) pajak terkait dengan laba rugi dari aktivtas normal 

disajikan tersendiri pada laporan laba rugi komerhensif. Jika entitas menyajikan 

kompenen laba rugi pada laporan laba rugi secara terpisah seperti dijelaskan dalam 

PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan, maka beban (penghasilan) pajak terkait 

dengan laba rugi dari aktivitas normal pada laporan keuangan disajikan 

terpisah/tersendiri. 
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Entitas dapat melakukan saling hapus aset pajak tangguhan dan liabilitas 

pajak tangguhan jika: 

1. Entitas memiliki hak secara hukum untuk saling hapus aset pajak kini terhadap 

liabilitas pajak kini; dan 

2. Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan PPh yang 

dikenakan oleh otoritas perpajakan atas entitas terkena pajak yang sama; atau 

entitas terkena pajak berbeda bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas 

pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan 

liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan yang mana jumlah 

signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diharapkan diselesaikan atau 

dipulihkan.   

2.2.3.2 Pengungkapan Aset dan Liabilitas Pajak Tangguhan 

Menurut Pernyataan Standar Akuntasi Keuangan (PSAK) No. 46 

pengungkapan (disclosure) dalam laporan keuangan merupakan penyajian informasi 

yang diperlukan untuk berlangsungnya pasar modal yang efisien secara optimum. 

Banyaknya informasi yang diungkap tidak hanya tergantung pada keahlian pembaca 

tetapi juga standar yang dianggap cukup. 

Dalam PSAK No. 1 tentang penyajian laporan keuangan yaitu bahwa Catatan 

Atas Laporan Keuangan (CALK) meliputi penjelasan-penjelasan naratif atau rincian 

jumlah yang tertera dalam neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan 

perubahan ekuitas serta informasi tambahan seperti kewajiban kontijensi dan 

komitmen dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) juga mencakup informasi 

yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan dalam PSAK serta 

pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian 

laporan keuangan secara wajar. 

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) mengungkapkan: 

1. Informasi tentang dasar penyusutan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi 

yang dipilih dan ditetapkan terhadap peristiwa dan transaksi penting. 

2. Informasi yang disajikan dalam PSAK tetapi tidak disajikan dalam neraca, 

laporan laba rugi, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas. 

3. Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi 

diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar. 

Semakin lengkap informasi yang diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan 

Keuangan (CALK) (full disclosure) maka pembaca laporan keuangan akan semakin 

mengerti kinerja keuangan perusahaan. 

 

 



19 

 

 
 

2.3 Perbedaan Permanen dan Perbedaan Temporer 

2.3.1  Perbedaan Permanen 

Perbedaan permanen (permanent difference) timbul sebagai akibat adanya 

perbedaan pengakuan beban dan pendapatan antara pelaporan komersial dan pajak/ 

fiskal. Akibat dari perebdaan ini berakibat juga pada laba komersial dan laba fiskal 

sebagai dasar menghitung pajak yang terutang. Sebagai contoh, pemberian imbalan 

kepada karyawan dalam bentuk natura, sesuai dengan Undang-Undang Pajak 

Penghasilan bukan merupakan penghasilan bagi karyawan tetapi juga tidak 

diperkenankan untuk dibebankan sebagai biaya bagi Wajib Pajak (Waluyo, 2016). 

Sedangkan Siti Resmi (2017) menyatakan bahwa perbedaan permanen terjadi 

karena transaksi-transaksi pendapatan dan biaya diakui menurut akuntansi komersial 

dan tidak diakui menurut fiskal. Perbedaan tetap mengakibatkan laba (rugi) bersih 

menurut akuntansi berbeda (secara tetap) dengan penghasilan (laba) kena pajak 

menurut fiskal. Contoh perbedaan tetap adalah: 

1. Penghasilan yang pajaknya bersifat final, seperti bunga bank, dividen, sewa 

tanah dan bangunan, dan penghasilan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 

(2) UU PPh. 

2. Penghasilan yang tidak termasuk Objek Pajak, seperti dividen yang diterima 

oleh perseroan terbatas, koperasi, BUMN/BUMD, bunga yang diterima oleh 

perusahaan reksa dana, dan penghasilan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 4 

ayat (3) UU PPh. 

3. Biaya yang tidak diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan bruto, seperti 

pembayaran imbalan dalam bentuk natura, sumbangan, biaya/pengeluaran untuk 

kepentingan pribadi pemilik, cadangan atau pemupukan dana cadangan, pajak 

penghasilan, dan biaya atau pengurang lain yang tidak diperbolehkan 

(nondeductible expesess) menurut fiskal sesuai Pasal 9 ayat (1) UU PPh. 

2.3.2 Perbedaan Temporer 

Menurut Waluyo (2016) perbedaan temporer yang dimaksud sebagai 

perbedaan antara dasar pengenaan pajak (tax base) dari suatu aset atau liabilitas 

dengan nilai tercatat pada aset atau liabilitas yang berakibat pada perubahan laba 

fiskal periode mendatang. Terjadinya perubahan tersebut dapat bertambah (future 

taxable amount) atau berkurang (future deductible amount) pada saat aset dipulihkan 

atau liabilitas dilunasi/dibayar. Perbedaan temporer ini berakibat harus diakuinya 

aset dan/atau liabilitas pajak tangguhan. Hal ini dapat terjadi pada kondisi: 

1. Penghasilan atau beban yang harus diakui untuk menghitung laba fiskal atau 

laba komersial dalam periode berbeda; 

2. Goodwill atau goodwill negatif yang terjadi saat konsolidasi; 

3. Perbedaan nilai tercatat dengan tax base dari suatu aset atau liabilitas pada saat 

pengakuan awal; 
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4. Bagian dari biaya perolehan saat penggabungan usaha yang bermakna akuisisi 

dialokasikan ke aset atau liabilitas tertentu atas dasar nilai wajar, perlakuan 

akuntansi demikian tidak diperkenankan oleh Undang-Undang Pajak. 

Menurut Wirawan (2015) perbedaan temporer adalah perbedaan antara jumlah 

tercatat aset atau liabilitas di laporan keuangan yang disusun secara akuntansi dengan 

DPP-nya yang disebabkan karena penerapan metode pengakuan dan pengukuran 

penghasilan antara akuntansi dan perpajakan. 

Dalam buku PSAK No. 46 mendefinisikan perbedaan temporer adalah 

perbedaan antara jumlah tercatat aset atau liabilitas dalam laporan posisi keuangan 

dan dasar pengenaan pajaknya. Perbedaan temporer dapat berupa: 

1. Perbedaan temporer kena pajak yaitu perbedaan temporer yang menimbulkan 

jumlah kena pajak dalam penentuan laba kena pajak (rugi pajak) periode masa 

depan ketika jumlah tercatat aset atau liabilitas dipulihkan atau diselesaikan; 

atau 

2. Perbedaan temporer dapat dikurangkan yaitu perbedaan temporer yang 

menimbulkan jumlah yang dapat dikurangkan dalam penentuan laba kena pajak 

(rugi pajak) periode masa depan ketika jumlah tercatat aset atau liabilitas 

dipulihkan atau diselesaikan. 

2.4  Penyajian Laporan Keuangan 

2.4.1  Pengertian Laporan Keuangan 

Laporan keuangan dibutuhkan dalam menggambarkan posisi dan kinerja suatu 

perusahaan yang akhirnya digunakan oleh berbagai kalangan. Misalnya bagi pihak 

internal maupun pihak eksternal. Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari 

proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data 

keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berekepentingan. 

Dengan kata lain, laporan kuangan ini berfungsi sebagai alat informasi yang 

menghubungkan perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, yang 

menunjukan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan. (Hery, 

2015) 

2.4.2 Pengertian Laporan Komersial  

Dalam laporan keuangan komersial seseorang dapat memahami konsep bahwa 

setiap organisasi memerlukan informasi tentang keadaan yang sudah terjadi selama 

suatu periode tertentu.  

Menurut Sukirno Agoes dan Estralita Trisnawati (2008) adalah laporan 

keuangan yang menyajikan informasi tentang keadaan yang terjadi selama periode 

tertentu bagi manajemen atau pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan tujuan 

menilai kondisi dan kinerja perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku 

umum yaitu standar akuntansi keuangan (SAK)  

Sedangkan menurut Gunadi (2009) laporan keuangan komersial adalah 

Informasi yang disajikan oleh akuntansi keuangan kepada manajemen atau pihak lain 
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sehingga dapat diambil suatu penilaian dan kesimpulan atas segala sesuatu yang 

terjadi serta keputusan yang dilakukan selanjutnya. 

 

2.4.3 Laporan Keuangan Fiskal 

Menurut Gunadi (2009) laporan keuangan yang memiliki kriteria tertentu 

dalam pengukuran dan pengakuan berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku. 

Menurut Agoes dan Trisnawati (2008) laporan keuangan yang digunakan untuk 

mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan seperti menghitung pajak 

tangguhan masa yang akan 21sset21 dan pajak kini yang terhutang pada periode 

berjalan, dan Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) mewajibkan Wajib Pajak yang 

menyelenggarakan pembukuan untuk melengkapi Surat Pemberitahuan Tahunan 

(SPT) Pajak Penghasilan dengan laporan keuangan yang sesuai dengan Undang-

Undang Perpajakan yang berlaku.  

2.4.4 Tujuan Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal  

Kriteria pengukuran dan pengakuan terhadap laporan keuangan komersial 

adalah PSAK. Sedangkan dalam kriteria dan pengakuan laporan keuangan fiskal 

diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, sehingga tujuan dari kedua laporan 

tersebut memungkinkan adanya perbedaan atau tidak sejalan. 

2.4.5 Fungsi Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal 

Selain dalam tujuan, fungsi laporan keuangan dan laporan fiskal pun berbeda. 

Dalam halnya laporan fiskal dapat menjadi bahan untuk mengetahui dan menilai 

tingkat kepatuhan wajib pajak oleh adminstrasi, terutama aktifitas penyidikan dan 

pemeriksaan pajak. 

Menurut Sukirno Agoes dan Estralita Trisnawati (2008) fungsi dari laporan 

keuangan komersial adalah untuk menggambarkan posisi dan kinerja keuangan 

perusahaan tersebut, yang bermanfaat bagi pihak manajemen dan para pemangku 

kepentingan dalam pengambilan keputusan. 

Sedangkan fungsi laporan fiskal menurut Sukirno Agoes dan Estralita 

Trisnawati (2008) adalah untuk mempermudah wajib pajak dalam menyusun Surat 

Pemberitahuan Pajak (SPT). 

2.5 Hubungan PSAK No. 46 dengan Peraturan Perpajakan 

Waluyo (2016) menjelaskan tetang hubungan PSAK No. 46 dengan ketentuan 

perpajakan bahwa laporan keuangan perusahaan dihasilkan tidak hanya untuk 

kepentingan manajemen, tetapi untuk kepentingan otoritas pajak yang dituangkan 

dalam bentuk SPT. Ketentuan dalam standar akuntansi keuangan tidak selamanya 

sejalan dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Oleh karena itu PSAK 

No. 46 ini sebagai respon dengan berlakunya Undang-Undang Pajak Penghasilan.  

Laporan neraca dan laba rugi yang dihasilkan system akuntansi memiliki 

beberapa perbedaaan aturan sehingga menimbulkan perbedaan sudut pandang 
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kedalam prinsip metode akuntansi. Seperi standar akuntansi keuangan menggunakan 

pendekatan aset-liabilitas (asset-liability approach) sedangkan Undang-Undang 

Perpajakan menggunakan pendekatan pendapatan-beban (revenue-expense 

approach). Dan pengakuan penyusutan seperti contoh punyusutan aset tetap secara 

akuntansi memiliki umur ekonomi 10 tahun, sedangkan menurut aturan pajak 

penyusutan dikelompokkan menjadi beberapa kelompok sesuai jenisnya. Misalnya 

kelomok 1 dan umur manfaar 4 tahun. 

2.6 Penelitian Terdahulu 

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini. 

Penelitian sebelumnya bertujuan untuk dijadikan bahan perbandingan dan sebagai 

bahan acuan penelitian ini. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang pernah 

dilakukan diantaranya: 

1. Sharen Elvin Juniver dan Sintje Rondonuwu 

Penelitian ini dipublikasikan tahun 2016 dengan judul “Analisis Akuntansi 

Perpajakan Terhadap Industri Asuransi Jiwa Raya (PERSERO) Manado” dengan 

tujuan mengetahui bagaimana penerapan akuntansi perpajakan terhadap industri 

asuransi pada Indonesia Asuransi Jiwa Raya (persero) Manado. Penelitian ini 

Indonesia hasil bahwa Indonesia Asuransi Jiwa Raya (persero) Manado telah 

menerapkan metode penangguhan pajak dalam menghitung PPh sebagaimana 

mengacu PSAK Indonesia. 46. Dalam hal penerapan Akuntansi Perpajakan di 

Indonesia Asuransi Jiwa Raya (persero) Manado sudah sesuai dengan UU 

Indonesia. 36 Tahun 2008 baik dalam penggunaan perhitungan, dan pemotongan 

PPh Pasal 21, Pasal 23, Pasal 4 ayat (2) dan PPN dan dalam perhitungan 

pemotongan PPh Pasal 21 sudah sesuai dengan tarif progresif Pasal 17.  

2. Dwi Arta Cahyono Putra 

Penelitian ini dipublikasikan tahun 2016 dengan judul “Analisis Penerapan Pajak 

Penghasilan PSAK Indonesia. 46 Terhadap Laporan Keuangan Indonesia MNC 

Sky Vision KPP Malang” dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisa 

apakah laporan keuangan Indonesia MNC Skay Vision telah sesuai dengan 

PSAK Indonesia. 46. Hasil penelitian ini Indonesia bahwa Indonesia MNC Sky 

Vision KPP Malang belum menerapkan pencatatan dan pelaporan keuangan 

berdasarkan PSAK Indonesia. 46. Setelah diterapkannya PSAK Indonesia. 46 

ini, mengakibatkan timbulnya kewajiban/hutang pajak tangguhan serta hutang 

pajak kini pada neraca karena beda waktu yang berasal dari perbedaan metode 

penyusutan aset tetap dan tarif yang digunakan antara perusahaan dengan 

peraturan perpajakan.   

3. Debie Sukma  

Penelitian ini dipublikasikan tahun 2013 dengan judul “Analisis Akuntansi Pajak 

Penghasilan Pada Indonesia Mitra Utama Sejahtera Pekanbaru” dengan tujuan 
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untuk mengetahui apakah perusahaan telah menerapkan akuntansi pajak yang 

sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku dan untuk mengetahui 

penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) pada Indonesia Mitra Utama 

Sejahtera sudah menerpakan sesuai dengan Undang-Undang Indonesia. 36 

Tahun 2018. Hasil penelitian ini Indonesia dalam perhitungan laba perusahaan, 

peraturan perpajakan tidak selalu sejalan dengan Undang-Undang Perpajakan, 

peraturan perpajakan mengatur perhitungan laba fiskal untuk menentukan laba 

kena pajak, sedangkan prinsip akuntansi yang berlaku umum diterapkan untuk 

menentukan  laba akuntansi (komersial). 

4. Abdilla Rahmania Kusmala dan Hastoni 

Penelitaian ini dipublikasikan tahun 2014 dengan judul “Pengaruh Penerapan 

PSAK Indonesia. 46 Terhadap Laporan Laba Rugi pada Tiga Perusahaan yang 

Terdaftar di BEI” dengan tujuan untuk mengetahui PSAK Indonesia. 46, 

mengetahui laporan laba rugi dan mengetahui bagaimana pengaruh penerapan 

PSAK Indonesia. 46 terhadap laporan laba rugi. Dalam laporan posisi keuangan 

Indonesia. Astra Internasional Tbk, Indonesia.Mustika Ratu Tbk, terdapat akun 

Aset Pajak Tangguhan yang timbul dari hasil beban pajak kini ditambahkan 

dengan beban pajak tangguhan. Pada bagian laporan posisi keuangan, terdapat 

akun aset pajak tangguhan yang timbul dari perbedaan temporer yang 

menyebabkan koreksi fiskal positif yang berdampak pada bertambahnya nilai 

laba sebelum pajak penghasilan, sedangkan akun liabilitas pajak tangguhan 

timbul dari adanya koreksi fiskal negatif yang berdampak pada berkurangnya 

nilai laba sebelum pajak penghasilan perusahaan. Pengaruh dan penerapan 

PSAK Indonesia. 46 adalah akan terjadinya perbedaan antara beban pajak 

penghasilan berupa nilai pajak penghasilan yang diakui oleh perusahaan dengan 

utang pajak penghasilan yang merupakan pajak penghasilan terutang yang 

dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak, yang timbul akibat adanya perbedaan 

temporer.   

5. Abdur Razaq  

Penelitian ini dipublikasikan tahun 2018 dengan judul “Analisis Pengaruh Revisi 

PSAK 46 (Pajak Penghasilan) terhadap Kesesuaian Penyajian Pelaporan 

Keuangan Indonesia Krakatau Steel (persero) Tbk Periode 2012-2016” dengan 

tujuan untuk mendeskripsikan penyajian pajak penghasilan PSAK 46 pada 

laporan keuangan Indonesia Krakatau Steel sebelum dan sesudah adanya revisi 

2014. Indonesia Krakatau Steel sudah sesuai menyajikan PSAK 46, dilihat dari 

konsistennya Indonesia Krakatau Steel menyajikan aset dan liabilitas pajak 

tangguhan dan terdapat beban/manfaat pajak tangguhan pada penyajian laporan 

laba rugi komperhensif, dengan adanya revisi 2014 tidak mengubah adanya 

kesesuaian penyajian laporan keuangan. 

6. Fitriani Saragih 
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Penelitian ini dipublikasikan tahun 2016 dengan judul “Analisis Akuntansi Pajak 

Penghasilan Badan Pada CV Karya Natal” dengan tujuan untuk mengetahui 

bagaimana penerapan akuntansi keuangan perpajakan pada CV Karya Natal. 

Hasil penelitian ini Indonesia Akuntansi pajak penghasilan belum diterapkan 

dengan baik di perusahaan, dimana perhitungan yang dilakukan belum sesuai 

dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan dikarenakan adanya biaya yang 

digunakan untuk pengurangan laba bruto. 

7. Anisya Oktari Prawita 

 Penelitian ini dipublikasikan tahun 2013 dengan judul “Analisis Penenerapan 

PSAK No. 46 Terhadap Penghitungan PPh Terutang Pada PT Kimia Farma 

(Persero) Tbk” dengan tujuan untuk mengetahui bagaiamana penerapan PSAK 

No. 46 dan dampak dari penerapan PSAK No. 46. Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa perhitungan PPh terutang pada PT Kimia Farma (Persero) 

Tbk telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. 

8. Windy Nawir Mansyur 

Penelitian ini dipublikasikan tahun 2012 dengan judul “Analisis Penerapan 

PSAK No. 46 Pada Laporan Keungan PT Prima Karya Manunggal” dengan 

tujuan untuk mengetahui apakah PT Prima Karya Manunggal telah menerapkan 

PSAK No. 46 dalam laporan keuangannya. Penelitian ini menunjukan hasil 

bahwa PT Prima Karya Manunggal telah menerapkan akuntansi pajak 

penghasilan pada laporan keuangannya, namun belum sepenuhnya mengakui 

adanya konsekuensi atas pajak di masa yang akan 24sset24 berupa kewajiban 

jangka panjang menjadi kewajiban jangka pendek, dengan menyarankan untuk 

melakukan jurnal penyesuaian. 

9. Lucresia Fransisca Awusi 

Penelitian ini dipublikasikan tahun 2011 dengan judul “Analisis Penerapan 

PSAK No. 46 Terhadap Laporan Keuangan PT. Usaha Putri Poso” dengan 

tujuan untuk mengetahui prosedur dan perlakuan Akuntansi Pajak Penghasilan 

Badan sesuai dengan PSAK No. 46 serta dampak penerapannya terhadap 

penyajian laporan keuangan PT. Usaha Putri Poso. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa PT. Usaha Putri Poso belum menerapkan pencatatan dan 

pelaporan keuangan berdasarkan PSAK No.46. Setelah diterapkannya PSAK 

No. 46 ini, mengakibatkan timbulnya kewajiban/hutang pajak tangguhan serta 

hutang pajak kini pada neraca karena beda waktu yang berasal dari perbedaan 

metode penyusutan aktiva tetap dan 24sset24 yang digunakan antara perusahaan 

dengan peraturan perpajakan. 

10. Taufik Hidayat 

Penelitian ini dipublikasikan tahun 2016 dengan judul “Penerapan Pajak 

Penghasilan (PSAK 46) Pada PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk Yang 

Terdaftar di BEI Periode 2013-2015 dengan tujuan untuk mengetahui penyajian 

Akuntansi Pajak Penghasilan (PSAK 46) telah diterapkan pada PT Indocement 
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Tunggal Prakarsa Tbk dan mengetahui pengungkapan PSAK 46 yang dilakukan 

PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk telah sesuai dengan peraturan perpajakan. 

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa laporan keuangan PT Indocement 

Tunggal Prakarsa Tbk Yang Terdaftar di BEI telah sesuai dengan PSAK No. 46. 

Dinyatakan dengan disajikan pos 25sset dan liabilitas pajak tangguhan pada 

laporan posisi keuangan, beban atau manfaat pajak tangguhan pada laporan laba 

rugi komperhensif perbedaan temporer dan perbedaan permanen pada CALK 

(Catatan Atas Laporan Keuangan), kebijakan akuntansi pajak penghasilan pada 

CALK serta adanya kerugian Fiskal yang dikompensasikan. 

Dari penjabaran peneliti terdahulu di atas, peneliti menjelaskan secara ringkas 

penelitian terdahulu tersebut ke dalam Tabel berikut:  

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No 
Nama 

Peneliti 

Judul 

Peneliti 
Variabel Indikator Hasil Penelitian Publikasi 

1 Sharen 

Elfin 

Juniver dan 

Sintje 

Rondonuw

u 

Analisis 

Akuntansi 

Perpajakan 

Terhadap 

Industri 

Asuransi 

pada PT 

Asuransi 

Jiwa Raya 

(PERSERO) 

Manado 

 

 

 

Akuntansi 

Pajak 

 Aset pajak 

kini 

 Aset pajak 

tangguhan 

 Kewajiban 

pajak kini 

 Kewajiban 

pajak 

tangguhan  

Sudah sesuai 

PSAK No. 46 

ISSN 2303-

1174, 2016 

 

2 

Dwi Artha 

Cahyono 

Putra 

Analisis 

Penerapan 

Pajak 

Penghasilan 

PSAK No. 

46 Terhadap 

Laporan 

Keuangan 

PT MNC 

Sky Vision 

KPP Malang 

PSAK 46 

dan 

Laporan 

Keuangan 

Pajak 

Tangguhan 

Belum 

sepenuhnya 

menerapkan 

pencatatan dan 

pelaporan 

keuangan 

berdasarkan 

PSAK No. 46 

Jurnal Riset 

Mahasiswa 

2016 ISSN 

2337-56xx 

3 Debie 

Sukma 

Analisis 

Akuntansi 

Pajak 

Penghasilan 

Pada PT. 

Mitra Utama 

Sejahtera 

Pekanbaru 

Akuntansi 

Pajak 

 Aset pajak 

kini 

 Aset pajak 

tangguhan   

 Kewajiban 

pajak kini 

 Kewajiban 

ajak 

tangguhan 

Dalam laporan 

laba rugi belum 

sesuai dengan 

pajak 

penghasilan 

Skripsi, 

Universitas 

Islam Negri 

Sultan Syarif 

Kasim Riau 

Pekanbaru, 

2013  

 

Repository.ui

n-suska.ac.id 

 

4 Abdilla 

Rahmania 

Kusmala 

dan 

Pengaruh 

Penerapan 

PSAK No. 

46 Terhadap 

Variabel 

Independe

n: PSAK 

Variabel 

 Indonesia 

Pajak 

Tangguhan 

 Beban 

Terdapat akun 

Aset Pajak 

Tangguhan yang 

timbul dari 

JIAKES 

Vol.2 No.1, 

2014 pg. 31-

46 
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No 
Nama 

Peneliti 

Judul 

Peneliti 
Variabel Indikator Hasil Penelitian Publikasi 

Hastoni Laporan 

Laba Rugi 

Pada Tiga 

Perusahaan 

yang 

Terdaftar di 

BEI 

Dependen

: Laporan 

Laba Rugi 

Pajak 

Tangguhan 

 Beban 

Pajak 

Penghasilan 

 Koreksi 

Fiskal 

perbedaan 

temporer yang 

ada. 

Pada bagian 

laporan laba 

rugi, PT. Astra 

Internasional 

Tbk, PT. 

Mustika Ratu 

Tbk, dan PT. 

Mayora Indah 

Tbk, adanya 

beban pajak 

penghasilan yang 

timbul dari hasil 

beban pajak kini 

ditambahkan 

dengan beban 

pajak tangguhan. 

5 Abdur 

Razzaq 

Analisis 

Pengaruh 

Revisi 

PSAK 46 

(Pajak 

Penghasilan) 

Terhadap 

Kesesuaian 

Penyajian 

Pelaporan 

Keuangan 

PT Krakatau 

Steel 

(persero)Tbk 

Periode 

2012-2016 

PSAK  Perbedaan 

temporer 

yang dapat 

dikurangka

n 

 Perbedaan 

temporer 

kena pajak 

 Penghasilan 

kena pajak   

Sudah sesuai 

PSAK No. 46 

Skripsi  

Tahun 2016, 

Universitas 

Pakuan 

 

6 Fitriani 

Saragih 

Analisis 

Akuntansi 

Pajak 

Penghasilan 

Badan Pada 

CV Karya 

Natal 

Akuntansi 

Pajak 

 Aset pajak 

kini 

 Aset pajak 

tangguhan  

 Kewajiban 

pajak kini 

 Kewajiban 

ajak 

tangguhan 

Akuntansi pajak 

penghasilan 

belum diterapkan 

dengan baik 

diperusahaan  

Skripsi, 

Universitas 

Muhammadiy

ah Sumatera 

Utara, 2016 

 

Jurnal.umsu.a

c.id 

7 Anisya 

Oktari 

Prawita 

 

Analisis 

Penenerapan 

PSAK No. 

46 Terhadap 

Penghitunga

n PPh 

Terutang 

Pada PT 

PSAK 46  Aset pajak 

tangguhan 

 Liabilitas 

pajak 

tangguhan 

 Pendapatan 

pajak 

tangguhan  

 Beban 

Telah sesuai 

dengan PSAK 

No 46 

Skripsi Tahun 

2013, 

Universitas 

Pakuan 
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No 
Nama 

Peneliti 

Judul 

Peneliti 
Variabel Indikator Hasil Penelitian Publikasi 

Kimia 

Farma 

(Persero) 

Tbk 

pajak 

tangguhan 

8 Windy 

Nawir 

Mansyur 

 

Analisis 

Penerapan 

PSAK No. 

46 Pada 

Laporan 

Keungan PT 

Prima Karya 

Manunggal 

PSAK 46  Pajak 

tangguhan 

Telah 

menerapkan 

akuntansi pajak 

penghasilan 

namun belum 

sepenuhnya 

mengakui 

adanya 

konsekuensi atas 

pajak di masa 

yang akan datang 

Skripsi, 

Universitas 

Hasanuddin 

Makassar, 

2012 

 

repository.un

has.ac.id 

9. Lucresia 

Fransisca 

Awusi 

Analisis 

Penerapan 

Psak No. 46 

Terhadap 

Laporan 

Keuangan 

PT. Usaha 

Putri Poso 

PSAK 46  Pajak 

tangguhan 

Belum 

menerapkan 

pencatatan dan 

pelaporan 

keuangan 

berdasarkan 

PSAK No.46 

Skripsi, 

Universitas 

Hasanuddin 

Makassar, 

2011 

 

repository.un

has.ac.id 

10 Taufik 

Hidayat 

Penerapan 

Pajak 

Penghasilan 

(PSAK 46) 

Pada PT 

Indocement 

Tunggal 

Prakarsa 

Tbk Yang 

Terdaftar di 

BEI Periode 

2013-2015 

PSAK 46  Perbedaan 

temporer 

yang dapat 

dikurangka

n 

 Perbedaan 

temporer 

kena pajak 

 Penghasilan 

kena pajak 

 Penghasilan 

komersial 

Sudah sesuai 

PSAK No. 46 

Skripsi Tahun 

2016, 

Universitas 

Pakuan 

 

 

2.7 Kerangka Pemikiran 

Pada umumnya laporan keuangan entitas disusun berdasarkan Standar 

Akuntansi Keuangan (SAK) yaitu disebut dengan laporan keuangan komersial. 

Namun perusahaan juga dituntut untuk melakukan sumbangsih terhadap negara 

melalui pajak, dalam pelaporan pajak, perusahaan tidak menggunakan laporan 

keuangan komersial, melainkan menggunakan laporan keuangan fiskal, karena 

pengakuan penghasilan menurut akuntansi dan pajak sangat berbeda, perbedaan 

inilah yang harus diatasi. Untuk itu dibuatlah PSAK No. 46 oleh IAI untuk 

menjawab semua perbedaan tersebut sehingga menghasilkan penghasilan yang dapat 

diterima oleh akuntansi dan perpajakan. 

PSAK No. 46 membahas aspek-aspek mengenai pengukuran, pengakuan, 

penyajian, dan pengungkapan. Namun dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada 
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pembahasan aspek penyajian dan pengungkapan dalam PSAK No. 46 pada 

penerapannya di laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang terkait 

dengan pajak penghasilan. Apakah terdapat kesesuaian antara teori didalam PSAK 

No. 46 dengan fakta yang ditemukan didalam perusahaan dalam hal ini fakta-fakta 

yang diungkapkan berupa laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. 

Dalam PSAK No. 46 terdapat dua perbedaan, ada perbedaan temporer dan 

perbedaan permanen, fokus dalam penelitian ini adalah perbedaan temporer, karena 

perbedaan temporer dapat dipulihkan atau diselesaikan di masa yang akan datang 

sedangkan perbedaan permanen tidak bisa diganggu gugat karena pengakuan antara 

akuntansi komersial memiliki pengakuannya masing-masing. Untuk mengatasi 

perbedaan antara laporan keuangan komersial yang mendasarkan SAK dengan 

peraturan perundang-undangan perpajakan maka dibuatlah rekonsiliasi fiskal. Akibat 

dari rekonsiliasi ini memunculkan koreksi fiskal positif maupun negative dari 

perbedaan temporer tersebut terhadap laporan keuangan menurut akuntansi atas laba 

rugi komersial sesuai dengan peraturan perpajakan, sehingga dari koreksi fiskal ini 

dibuatlah laporan keuangan fiskal. 

Dengan adanyan PSAK No. 46 terdapat 2 (dua) beban pajak yang harus diakui 

dan dicatat dalam laporan keuangan yaitu pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak kini 

merupakan jumlah PPh terutang atau penghasilan kena pajak periode berjalan 

sedangkan pajak tangguhan merupakan hasil dari perbedaan pengakuan penghasilan 

dan beban dari saldo secara komersial dan fiskal yang hal tersebut menjadi 

perbedaan temporer. Jumlah pajak penghasilan harus diperhitungkan dalam laporan 

laba rugi periode berjalan karena akan berdampak pada pajak kini akan muncul, 

apakah dari pajak tangguhan akan menambah atau mengurangi pajak kini yang 

terdapat dalam laporan keuangan perusahaan. (Razaaq, 2018). 
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Dari uraian tersebut, maka peneliti telah membuat kerangka pemikiran yang 

digambarkan sebagai berikut: 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Beban Pajak 

Pajak Tangguhan 

Liabilitas Pajak Tangguhan 

Implementasi PSAK No. 46 PT Garuda Indonesia (Persero) 

Tbk 

Aset Pajak Tangguhan 

Akibat perbedaan temporer 

yang dapat dikurangkan 

Akibat kompensasi 

kerugian 

Akibat Perbedaan Temporer 

Kena Pajak 

Penyajian Laporan Keuangan 



 

30 
 

BAB III 

 METODE PENELITAN  

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian 

deskriptif eksploratif non statistic yaitu penelitian yang dengan metode studi 

kasus mengenai kesesuain antara fakta, pelaksanaan dan penerapan dengan teori, 

konsep, dan peraturan pada lokasi penelitian tertentu, yang dalam penulisan ini 

yaitu 30sset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan pada PT Garuda 

Indonesia (Persero) Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-

2018.  

3.2 Objek Penelitian, Unit Analisis, Lokasi Penelitian 

3.2.1 Objek Penelitian 

Objek penelitian pada penelitian ini adalah PSAK No. 46. Tentang 

akuntansi pajak penghasilan yang dilihat dari aspek penghasilan dan beban yang 

dituangkan dalam laporan keuangan konsolidasian pada PT Garuda Indonesia 

(Perssero) Tbk. 

3.2.2 Unit Analisis 

Unit analisis suatu penelitian dapat berupa organisasi, yaitu unit yang diteliti 

dalam analisis ini adalah sebuah perusahaan yang terbentuk dalam sebuah 

organisasi dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sehingga data dalam 

penelitian ini mengenai organisasi tersebut berasal dan berasal dari organisasi 

tersebut. 

3.2.3 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelititan pada penelitian ini adalah perusahan PT Garuda 

Indonesia (Persero) Tbk  yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan 

mengunduh data laporan keuangan dan laporan tahunan pada periode 2016-2018 

yang diakses melalui website resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu 

www.idx.co.id. 

3.3.  Jenis Data dan Sumber Data Penelitian 

3.3.1  Jenis Data Penelitian 

Jenis data yang digunakan adalah data kuntitatif yang merupakan data 

sekunder yang memang disediakan untuk publik mengenai jumlah, tingkatan, 

perbandingan, volume yang berupa angka-angka yang terdapat pada laporan 

posisi keuangan, laporan laba rugi, catatan atas laporan keuangan yang dilihat dari 

laporan keuangan tahunan perusahaan yang bisa diperoleh melalui situs BEI yaitu 

www.idx.co.id. 

  

http://www.idx.co.id/
http://www.idx.co.id/
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3.3.2 Sumber Data Penelitian 

Sumber data dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder 

merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, tetapi 

diperoleh dari penyediaan data. Data yang dikumpulkan oleh peneliti data laporan 

keuangan dalam situs resmi  Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu www.idx.co.id atau 

dari situs resmi perusahaan tersebut. Berupa laporan keuangan tahunan 

perusahaan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang meliputi laporan posisi 

keuangan dan laporan laba rugi komperhensif pada tahun 2016-2018. 

3.4 Operasional Variabel 

Untuk memudahkan proses analisis, maka terlebih dahulu mengklarifikasi 

variabel penelitian. 

Tabel 3.1 

Operasional Variabel 

Implementasi PSAK No. 46 Pada Indonesia Garuda Indonesia (Persero) Tbk 

Periode 2016-2018 

Variabel Sub Variabel Indikator Ukuran Skala 

Implementasi 

PSAK No. 

46 Pada PT 

Garuda 

Indonesia 

(Persero) 

Tbk Periode 

2016-2018 

Pajak Tangguhan    Akuntansi Pajak 

Tangguhan 

 Liabilitas Pajak 

Tangguhan 

 Penyajian Laporan 

keuangan 

 Nilai 31sset pajak 

tangguhan  

 Nilai liabilitas pajak 

tangguhan 

 Laporan Posisi 

Keuangan 

 

 

 

Rasio 

 

 

 

3.5  Metode Pengumpulan Data 

Berdasarkan metode diatas, maka metode pengumpulan data yang penulis 

gunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, 

tetapi diperoleh dari penyediaan data (media online/internet) dalam bentuk sudah 

jadi. Data yang diperoleh penulis adalah data yang mengenai pajak tanguhan 

(PSAK No. 46) pada tahun 2016-2018. Melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia 

melalui situs resmi www.idx.co.id dan website resmi perusahaan yang dilakukan 

untuk mengakses dan mengunduh data berupa laporan keuangan, penulis 

pengumpulan data dengan membaca buku akuntansi pajak, perpajakan, jurnal-

jurnal terkait, dan sebagainya. 

3.6     Metode Analisis Data 

Dalam mengimplementasi, peneliti menggunakan metode deskripstif non 

statistik, yaitu dengan menjelaskan informasi keuangan yang berkaitan dengan 

Pajak Pengasilan dalam laporan keuangan (bagaimana perusahaan menyajikan, 

http://www.idx.co.id/
http://www.idx.co.id/
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mengungkapkan, dan melaporkan sesuai dengan PSAK 46). Adapun langkah-

langkah dalam teknik analisis ini yaitu : 

1. Menyajikan data laporan keuangan yang terdiri dari laporan keuangan 

konsolidasian, laporan laba rugi komperhensif konsolidasi, laporan arus kas 

konsolidasian pada periode 2016-2018. Sehingga terlihat bagaimana 

gambaran atau kondisi PSAK Indonesia. 46. 

2. Menganalisis laporan keuangan untuk tujuan perpajakan dengan standar 

akuntansi keuangan tentang pajak penghasilan, yang terdiri dari : 

a. Pos-pos yang berkaitan dengan pajak penghasilan yang berada pada 

laporan keuangan Indonesia Garuda Indonesia (Persero) Tbk.   

b. Menyesuaikan kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan pajak 

penghasilan dalam laporan keuangan Indonesia Garuda Indonesia 

(Persero) Tbk. Dengan Standar Akuntansi yang berlaku. 

c. Mengidentifikasi apa saja yang menjadi beda tetap atau beda temporer. 

d. Menyesuaikan penyajian, pengungkapan Pajak Tangguhan dengan Standar 

Akuntansi yang berlaku. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan  

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk atau biasa dikenal dengan Garuda 

Indonesia merupakan salah satu maskapai penerbangan terkemuka di Indonesia. 

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk  merupakan maskapai penerbangan nasional 

pertama dan terbesar yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. Sejarah berdirinya 

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk bermula sejak Presiden pertama Indonesia. Ir. 

Soekarno mengemukakan idenya di depan sejumlah pedagang besar di Aceh 

untuk membeli pesawat Dakota (DC 3) dalam rangka melanjutkan revolusi 

kemerdekaan melawan Belanda pada 16 Juni 1948. Menyikapi ide Presiden. 

Sebagian besar pedagang kemudian menyumbangkan dananya hingga terkumpul 

uang sebanyak 130.000 Strait Dollar dan 29 kg emas yang kemudian digunakan 

untuk membeli pesawat DC 3. 

Maskapai penerbangan ini pertama kali mengudara pada tahun 1940-an 

dalam era pendudukan Belanda. Pada saat maskapai masih bernama Indonesian 

Airways sejak 26 Januari 1949 dengan pesawat pertamanya yang bernama 

Seulawah atau Gunung Emas. Pada awalnya Garuda Indonesia merupakan hasil 

kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan Koninklijke Luchtvaart 

Maatschappij (KLM). Dimana pemerintah Indonesia memiliki 51% sahamnya. 

Dalam 10 tahun pertama setelah pendiriannya perusahaan ini dikelola oleh KLM 

namun pihak KLM terpaksa harus menjual sebagai sahamnya pada tahun 1953 

karena desakan nasionalis. Garuda Indonesia telah berhasil memiliki 7 pesawat 

beserta staf-staf profesional. 

Perkembangan penyedia jasa penerbangan Garuda Indonesia semakin 

meningkat. Pada tahun 1960-an. Garuda Indonesia mendatangkan tiga pesawat 

turbopro Lockheed L-188C Electra seiring dengan dibukanya rute penerbangan 

baru ke Hongkong. Beberapa tahun kemudin. Garuda kembali mendatangkan tiga 

pesawat baru jenis Convair 990A yang merupakan pesawat yang memiliki 

kecepatan tinggi dengan teknologi canggih. Dengan pesawat baru ini, Garuda 

kembali membuka rute penerbangan dari Jakarta ke Amsterdam melewati 

Kolombo, Bombay, Roma dan Praha. Dalam perjalanannya maskapai kebanggaan 

bangsa perseroan juga tidak henti-hentinya mengasah keunggulan dan 

menyempurnakan diri, di antaranya dengan secara konsisten berusaha mencapai 

standar keamanan dan keselamatan terbaik. Atas usahanya tersebut perseroan 

menjadi satu-satunya maskapai sertifikasi IATA Operational Safety Audit (IOSA) 

Operator pada tahun 2008.  

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk didirikan berdasarkan akta No. 137 

tanggal 31 Maret 1950 dari notaris Raden Kadiman. Akta pendirian tersebut telah 

disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam surat keputusannya 

No. J.A.5/12/10 tanggal 31 1950 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik 

Indonesia Serikat No. 30 tanggal 12 Mei 1950 . tambahan No. 136. 



34 

 

 
 

4.2 Kondisi Implementasi PSAK NO 46 

4.2.1 Implementasi PSAK NO 46 Pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk 

Perbedaan antara Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan 

Peraturan Perpajakan dikelompokan menjadi dua yaitu perbedaan temporer dan 

perbedaan permanen. Perbedaan temporer adalah perbedaan yang bersifat 

sementara dikarenakan adanya ketidaksamaan waktu pengakuan penghasilan dan 

beban antara Peraturan Perpajakan dan PSAK. Sedangkan, perbedaan permanen 

adalah perbedaan yang terjadi karena Peraturan Perpajakan dalam perhitungan 

laba fiskal berbeda dengan perhitungan laba menurut PSAK tanpa ada koreksi di 

kemudian hari. Perbedaan temporer mengakibatkan adanya pajak tangguhan. 

Berikut ini merupakan penerapan perbedaan temporer pada PT Garuda Indonesia 

(Persero) Tbk. 

Tabel 4.1 

Perbedaan Temporer dan Perbedaan Permanen 

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Periode 2016-2018 

(Disajikan dalam USD) 

Akun  
Tahun 

 
2016 2017 2018 

Perbedaan Temporer:       

Beban Penyisihan Piutang 70.288 (3.258.738) (159.364) 

Beban Penyisihan Penurunan Nilai 

Persediaan (487.384) 1.212.870 605.652 

Beban Penyusutan 20.640.617 8.165.602 (52.120.748) 

Penurunan Nilai Aset (17.865.566) (5.740.287) - 

Perbedaan Perlakuan Aset 

Pemeliharaan (14.497.540) (84.438) 61.242.372 

Beban Imbalan Pasca Kerja (59.302.798) 4.131.811 (2.028.344) 

Sub Jumlah (71.442.383) 4.426.820 7.539.568 

Perbedaan Permanen: 

   Sewa Pembiayaan  (16.426.306) (16.578.715) (16.791.897) 

Penghasilan Yang dikenakan Pajak 

Final (5.428.666) (13.558.267) (16.432.496) 

Beban Yang Tidak Dapat 

Diperhitungkan Menurut iskal  52.641.552 52.283.423 42.327.547 

Sub Jumlah 30.786.580 22.146.441 9.103.154 

Sumber: Catatan atas Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk 

Periode 2016-2018. Diolah oleh penulis  

Pada tabel 4.1 telah disajikan data mengenai Perbedaan Temporer dan 

Perbedaan Permanen pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Periode 2016-

2018. Perbedaan Temporer  PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk terdiri dari Beban 

Penyisihan Piutang, Beban Penyisihan Penurunan Nilai Persediaan, Beban 

Penyusutan, Penurunan Nilai Aset. Perbedaan Perlakuan Aset Pemeliharaan dan 

Beban Imbalan Pasca Kerja. 

Selama Periode 2016-2018. Beban penyisihan piutang mengalami koreksi 

fiskal positif pada tahun 2016 sebesar 70.288 dan mengalami koreksi fiskal 

negatif pada tahun 2017 dan 2018 sebesar (3.258.738) dan (159.364). Beban 

Penyisihan Penurunan Nilai Persediaan mengalami koreksi fiskal negatif pada 
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tahun 2016 sebesar (487.384) dan mengalami koreksi positif pada tahun 2017 dan 

2018 sebesar 1.212.870 dan 605.652. Beban penyusutan mengalami koreksi 

positif pada tahun 2016 sebesar 20.640.617 dan 2017 sebesar 8.165.602 lalu 

mengalami koreksi negatif pada tahun 2018 sebesar (52.120.748). Penurunan 

Nilai Aset mengalami koreksi negatif pada tahun 2016 dan 2017 sebesar 

(17.865.566) dan (5.740.287). Perbedaan Perlakuan Aset Pemeliharaan 

mengalami koreksi negatif pada tahun 2016 dan 2017 sebesar (14.497.540) dan 

(84.438) dan mengalami koreksi positif pada tahun 2018 sebesar 61.242.372. 

Beban Imbalan Pasca Kerja mengalami koreksi 35sset3535e pada tahun 2016 dan 

2018 sebesar (59.302.798) dan (2.028.344) dan mengalami koreksi positif pada 

tahun 2017 sebesar 4.131.811. 

Dalam penerapan Akuntansi Perpajakan menurut PSAK No. 46. Perlakuan 

akuntansi dan pajak penghasilan menimbulkan adanya perbedaan temporer dan 

permanen. Perbedaan temporer inilah yang akan menyebabkan timbul adanya 

pajak tangguhan. Oleh karena itu, untuk pajak tangguhan yang berasal dari suatu 

transaksi atau kejadian lain harus konsisten dengan perlakuan akuntansi untuk 

transaksi atau kejadian itu sendiri. (Hidayat. 2016) 

Dalam pengakuan pajak tangguhan terdapat dampak dari adanya koreksi 

fiskal yang akan menghadirkan pos-pos yang terkait dalam pajak tangguhan 

tersebut melalui transaksi yang telah dilakukan suatu entitas. Pajak tangguhan 

terdiri atas aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan. 

Berdasarkan hasil analisis yang penulis lakukan terhadap laporan keuangan. 

Penulis memperoleh pos-pos yang terkait dengan pajak tangguhan. Pos-pos 

tersebut dicantumkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Di dalam 

CALK terdapat perbedaan temporer yang nantinya akan diklasifikasikan ke dalam 

35sset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan. Berikut disajikan aset 

pajak tangguhan pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk 
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Tabel 4.2 

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk 

Pajak Tangguhan Tanggal 1 Jan 2016 dan 31 Des 2016 

    

           (Disajikan dalam USD) 

 

1 Januari 

2016 

Dikreditkan 

(dibebankan) 

ke laporan 

laba rugi 

Dicatat di 

penghasilan 

komperhensif 

Penjabaran 

Laporan 

Keuangan 

31 Desember 

2016 

Aset (Kewajiban) 

pajak tangguhan 

     Perusahaan  

     Beban penyisihan 

piutang ragu-ragu 4.627.944 4.229 

  

4.632.173 

Beban penyisihan 

penurunan nilai 

persediaan 209.216 (134.087) 

  

75.129 

Penyusutan (25.202.524) 21.927.258 (9.146.032) 

 

(12.421.298) 

Penurunan nilai aset (996.189) 73.413 

  

(922.776) 

Penurunan investasi 

Merpati 1.147.028 

   

1.147.028 

Penyisihan piutang 

jangka panjang 8.429.344 484 

  

8.429.828 

Perbedaan perlakuan 

aset pemeliharaan  (45.955.264) (12.782.974) 

  

(58.738.238) 

Provisi estimasi biaya 

pengembalian dan 

pemeliharaan pesawat 24.022.604 (3.516.902) 

  

20.505.702 

Beban imbalan pasca 

kerja 22.688.450 (14.825.699) (1.462.758) 

 

6.399.993 

Akumulasi rugi fiskal 80.788.101 23.162.377 

  

103.950.478 

Jumlah 69.758.709 13.908.099 (10.608.790) 

 

73.058.018 

Entitas anak           

PT Citilink Indonesia 17.540.876 2.082.384 (842.709) 

 

18.780.551 

PT Sabre Travel 

Network Indonesia 120.321 23.104 713 

 

144.138 

PT Garuda 

Maintenance Facility 

Aero Asia 12.466.185 (5.914.875) 2.659.773 

 

9.211.083 

PT Aero Wisata  2.249.540 90.481 592.246 (2.082) 2.930.185 

PT Gapura Angkasa 2.854.997 394.986 989.228 130.778 4.369.989 

Jumlah 35.231.919 (3.323.920) 3.399.251 128.696 35.435.946 

Aset Pajak Tangguhan  104.990.625 10.584.179 (7.209.539) 128.696 108.493.964 

Liabilitas pajak 

tangguhan  

     Entitas anak 

     PT Aero Systems 

Indonesia (318.690) (127.694) (1.265) 

 

(447.649) 

PT Aero Wisata  (1.343.298) 394.298 418.857 8.375 (521.768) 

PT Gapura Angkasa 

 

(1.150.477) 113.379 (49.046) (1.086.144) 

Liabilitas pajak 

tangguha (1.661.989) (883.873) 530.971 (40.671) (2.055.561) 

Sumber: Catatan atas Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk 

Periode 2016. Diolah oleh penulis  
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Pada tabel 4.2 telah disajikan data mengenai Pajak Tangguhan pada PT 

Garuda Indonesia (Persero) Tbk tahun 2016. Pajak Tangguhan pada PT Garuda 

Indonesia (Persero) Tbk terdiri dari Aset Pajak Tangguhan dan Liabilitas Pajak 

Tangguhan. Aset pajak tangguhan bersih PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk 

sebesar 108.493.964 dan liabilitas pajak tangguhan bersih dari PT Garuda 

Indonesia (Persero) Tbk sebesar (2.055.561). 

Tabel 4.3 

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk 

Pajak Tangguhan Tanggal 1 Jan 2017 dan 31 Des 2017 

    

           (Disajikan dalam USD) 

 

1 Januari 

2017 

Dikreditkan 

(dibebankan) 

ke laporan laba 

rugi 

Dicatat di 

penghasilan 

komperhensif 

Penjabaran 

Laporan 

Keuangan 

31 Desember 

2017 

Aset (Kewajiban) 

pajak tangguhan 

     Perusahaan  

     Beban cadangan 

kerugian penurunan 

nilai piutang 4.632.173 (814.531) 

  

3.817.642 

Beban penyisihan 

penurunan nilai 

persediaan 75.129 303.218 

  

378.347 

Penyusutan (12.421.298) (4.448.647) (2.855.309) 

 

(19.725.254) 

Penurunan nilai aset (922.776) (153.337) 

  

(1.076.113) 

Penurunan investasi 

Merpati 1.147.028 

   

1.147.028 

Penyisihan piutang 

jangka panjang 8.429.828 (154) 

  

8.429.674 

Aset pemeliharaan  (58.738.239) 3.966.982 

  

(54.771.257) 

Provisi estimasi biaya 

pengembalian dan 

pemeliharaan pesawat 20.505.702 1.176.747 

  

21.682.449 

Beban imbalan pasca 

kerja 6.399.993 1.032.953 2.392.097 

 

9.825.043 

Akumulasi rugi fiskal 103.950.478 (39.807.038) 

  

64.143.440 

Jumlah 73058018 (38.743.807) (463.212) 

 

33.850.999 

Entitas anak 

     PT Citilink Indonesia 18.780.551 2.549.732 (1.421.421) 

 

19.908.862 

PT Sabre Travel 

Network Indonesia 144.138 (32.230) 14.036 

 

125.944 

PT Garuda 

Maintenance Facility 

Aero Asia 9.211.083 (1.020.061) 72.962 

 

8.263.984 

PT Aero Wisata  2.930.185 (77.539) 523.643 (13.644) 3.362.645 

PT Gapura Angkasa 4.369.989 (1.254.909) 557.501 (56.914) 3.615.667 

PT Aero Systems 

Indonesia 

  

383.308 

 

383.308 

Jumlah 35.435.946 164.993 130.029 (70.558) 35.660.410 

Aset Pajak Tangguhan  108.493.964 (38.578.814) (333.183) (70.558) 69.511.409 

Liabilitas pajak 

tangguhan  
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1 Januari 

2017 

Dikreditkan 

(dibebankan) 

ke laporan laba 

rugi 

Dicatat di 

penghasilan 

komperhensif 

Penjabaran 

Laporan 

Keuangan 

31 Desember 

2017 

Entitas anak 

     PT Aero Systems 

Indonesia (447.649) 1.101.855 (371.514) (282.692) 

 PT Aero Wisata  (521.768) 65.328 (1.238.088) 9.183 (1.685.345) 

PT Gapura Angkasa (1.086.144) 1.086.144 

   Liabilitas pajak 

tangguhan  (2.055.561) 2.253.327 (1.609.602) (273.509) (1.685.345) 

Sumber: Catatan atas Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk 

Periode 2017. Diolah oleh penulis  

Pada tabel 4.3 telah disajikan data mengenai Pajak Tangguhan pada PT 

Garuda Indonesia (Persero) Tbk tahun 2017. Pajak Tangguhan pada PT Garuda 

Indonesia (Persero) Tbk terdiri dari Aset Pajak Tangguhan dan Liabilitas Pajak 

Tangguhan. Aset pajak tangguhan bersih PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk 

sebesar 69.511.409 dan liabilitas pajak tangguhan bersih dari PT Garuda 

Indonesia (Persero) Tbk sebesar (1.685.345). 

Tabel 4.4 

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk 

Pajak Tangguhan Tanggal 1 Jan 2018 dan 31 Des 2018 

    

       (Disajikan dalam USD) 

 

1 Januari 

2018 

Dikreditkan 

(dibebankan) 

ke laporan laba 

rugi 

Dicatat di 

penghasilan 

komperhensif 

Penjabaran 

Laporan 

Keuangan 

31 Desember 

2018 

Perusahaan  

     Piutang Usaha 3.817.642 (38.653) 

  

3.778.989 

Persediaan 378.347 151.413 

  

529.760 

Aset tetap (74.496.511) (13.030.187) (9.681.191) 

 

(97.207.889) 

Aset tidak 38sset38 lain-

lain 8.500.589 (1.188) 

  

8.499.401 

Liabilitas estimasi biaya 

pengembalian dan 

pemeliharaan pesawat 21.682.449 15.310.593 

  

36.993.042 

Liabilitas imbalan kerja 9.825.043 (507.086) (2.279.288) 

 

7.038.669 

Rugi pajak 64.143.440 52.903.047 

  

117.046.487 

Entitas anak 

     PT Citilink Indonesia 19.908.862 7.892.845 (2.609.918) 

 

25.191.789 

PT Sabre Travel Network 

Indonesia 125.944 20.986 (5.653) 

 

141.277 

PT Garuda Maintenance 

Facility Aero Asia 8.263.984 (1.541.199) (1.004.941) 

 

5.717.844 

PT Aero Wisata  1.677.300 944.080 298.546 (123.092) 2.796.834 

PT Gapura Angkasa 3.615.667 (392.490) (461.728) (247.353) 2.514.096 

PT Aero Systems 

Indonesia 383.308 72.436 (65.702) (25.121) 364.921 

Jumlah 67.826.064 61.784.597 (15.809.875) (395.566) 113.405.220 

Aset Pajak Tangguhan  69.511.409 

   

114.193.884 

Liabilitas pajak (1.685.345) 

   

(788.664) 
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1 Januari 

2018 

Dikreditkan 

(dibebankan) 

ke laporan laba 

rugi 

Dicatat di 

penghasilan 

komperhensif 

Penjabaran 

Laporan 

Keuangan 

31 Desember 

2018 

tangguhan  

Sumber: Catatan atas Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk 

Periode 2018. Diolah oleh penulis  

Pada 39sset 4.4 telah disajikan data mengenai Pajak Tangguhan pada PT 

Garuda Indonesia  (Persero) Tbk tahun 2018. Pajak Tangguhan pada PT Garuda 

Indonesia (Persero) Tbk terdiri dari Aset Pajak Tangguhan dan Liabilitas Pajak 

Tangguhan. Aset pajak tangguhan bersih PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk 

sebesar 114.193.884 dan liabilitas pajak tangguhan bersih dari PT Garuda 

Indonesia (Persero) Tbk (788.664). 

4.2.2 Analisis Pos-pos Pajak Tangguhan terhadap Laporan Posisi 

Keuangan serta  Laporan Laba Rugi  

Proses akuntansi yang digunakan oleh semua unit usaha (perusahaan) 

berakhir pada satu tujuan yaitu menyajikan suatu informasi keuangan untuk para 

pengambil keputusan dalam bentuk laporan keuangan. Dalam menyusun laporan 

keuangan sangat bergantung kepada kebijakan perusahaan. Dimana kebijakan 

yang digunakan perusahaan harus sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan 

dengan maksud agar laporan keuangan yang tersaji dapat memenuhi syarat-syarat 

dalam penyusunan laporan keuangan tersebut. 

Laporan laba rugi dan neraca adalah dua laporan keuangan yang harus 

dihasilkan dari penyelanggaraan sistem akuntansi dan/atau pembukuan, baik yang 

diselenggarakan berdasar sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Standar 

Akuntansi Keuangan (SAK). 

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan yang terdiri 

dari aset, liabilitas dan ekuitas pada tanggal penutupan buku yang disusun dari 

pembukuan wajib pajak sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). 

Laporan laba rugi adalah suatu laporan yang menunjukan pendapatan dan 

biaya-biaya dari suatu unit usaha untuk satu periode tertentu. Selisih antara 

pendapatan-pendapatan dan biaya-biaya merupakan laba yang diperoleh atau rugi 

yang diderita oleh perusahaan. Laporan laba rugi komersial yang disusun secara 

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) akan dikoreksi fiskal atau disesuaikan 

dengan peraturan perpajakan sehingga diperoleh penghasilan kena pajak. Dimana 

dalam penyusunan tersebut laporan laba rugi sangat penting peranannya bagi 

perusahaan karena merupakan alat untuk mengetahui berapakah hasil bersih atau 

laba yang didapat dalam suatu periode. 

Setiap perusahaan baik perusahaan terbuka maupun CV pasti memiliki 

laporan keuangan. Dalam menyusun laporan keuangan, perusahaan mengikuti 

Standar Akuntansi Keuangan. Berikut ini merupakan laporan keuangan pada PT 

Garuda Indonesia (Persero) Tbk. 
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Tabel 4.5 

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian 

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Periode 2016-2018 

(Disajikan dalam USD) 

Akun  
Tahun 

 
2016 2017 2018 

Aset Lancar       

Pajak Dibayar Dimuka 44.732.744 27.144.415 24.213.858 

Jumlah Aset Lancar  1.165.133.302 986.741.627 1.092.915.831 

Aset Tidak Lancar 

   Aset Pajak Tangguhan 108.493.964 69.511.409 114.193.884 

Jumlah Aset Tidak Lancar  2.572.436.088 2.776.550.466 3.074.700.469 

Akun  
Tahun 

 
2016 2017 2018 

Total Aset 3.737.569.390 3.763.292.093 4.167.616.300 

Liabilitas Jangka Pendek 

   Utang Pajak 39.458.951 49.698.754 54.250.959 

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 1.563.576.121 1.921.846.147 2.976.385.526 

Liabilitas Jangka Panjang 

   Liabilitas Pajak Tangguhan 2.055.561 1.685.345 788.664 

Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 1.164.096.050 903.976.746 461.088.971 

Total Liabilitas 2.727.672.171 2.825.822.893 3.437.474.497 

Total Ekuitas 1.009.897.219 937.469.200 730.14.803 

Total Liabilitas dan Ekuitas 3.737.569.390 3.763.292.093 4.167.616.300 

Sumber: Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Periode 2016-

2018. Diolah oleh penulis 

Tabel 4.5 di atas menunjukan ikhtisar dari laporan posisi keuangan 

konsolidasian PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk pada periode 2016-2018 

mengenai perolehan aset. Liabilitas. Dan ekuitas. Total aset diperoleh dari jumlah 

aset lancar dan aset tidak lancer, total liabilitas diperoleh dari liabilitas jangka 

pendek dan liabilitas jangka panjang dan total ekuitas dijumlahkan dengan total 

liabilitas dan dibandingkan dengan total aset sehingga memunculkan hasil total 

yang seimbang sesuai dengan persamaan “Aset = Liabilitas + Ekuitas.” 

Perolehan total aset PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk baik dari aset lancar 

maupun aset tidak lancar mengalami kenaikan dan penurunan selama periode tiga 

tahun terakhir. Perolehan total aset di tahun 2016 mencapai 3.737.569.390. tahun 

2017 mencapai 3.763.292.093 dan di tahun 2018 mencapai 4.167.616.300. Hal ini 

diikuti oleh perolehan nilai liabilitas dan ekuitas yang juga mengalami kenaikan 

signifikan. 

Di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian ini PT Garuda Indonesia 

(Persero) Tbk telah menerapkan PSAK No. 46. Ini dilihat dari penyajian aset 
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pajak tangguhan pada aset tidak lancar dan liabilitas pajak tangguhan dari 

liabilitas jangka panjang. Penyajian ini dinilai tepat karena aset pajak tangguhan 

dan liabiltas pajak tangguhan telah disajikan terpisah dari beban pajak penghasilan 

yang ada di laporan laba rugi dan penghasilan komperhensif lain. 
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Tabel 4.6 

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komperhensif Lain Konsolidasian 

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Periode 2016-2018 

(Disajikan dalam USD) 

Akun  
Tahun 

 
2016 2017 2018 

 Pendapatan Usaha  3.863.921.565 4.177.325.781 4.373.177.070 

 Beban Usaha  3.795.927.643 4.237.773.332 4.579.259.674 

 Laba Usaha   99.103.939 (76.181.178) (139.260.766) 

 Laba Sebelum Pajak   17.790.700 (158.180.637) (221.052.484) 

Beban Pajak:    

Kini (17.960427) (18.883.554) (15.421.713) 

Tangguhan 9.700.306 (36.325.487) 61.784.597 

Entitas Anak (165.721)  (338.661) 

Jumlah Beban Pajak (8.425.842) (55.209.041) 46.024.223 

 Laba Bersih Tahun Berjalan  9.364.858 (213.389.678) (175.028.261) 

 Jumlah Laba Komperhensif Tahun 

Berjalan  
59.174.034 (155.368.730) (206.256.552) 

 Laba Bersih Tahun Berjalan Yang 

Dapat Didistribusikan   
9.364.858 (213.389.678) (175.028.261) 

 Jumlah Laba Komperhensif Tahun 

Berjalan Yang Dapat Didistribusikan   
59.174.034 (155.368.730) (206.256.552) 

Sumber: Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Periode 2016-

2018. diolah oleh penulis 

Di dalam laporan laba rugi pada tabel 4.6 yang disajikan dalam dollar, 

terdapat akun Beban Pajak yang terdiri atas Pajak Kini dan Pajak Tangguhan. 

Pada tahun 2016 pajak kini sebesar (18.126.148) dan pajak tangguhan sebesar 

9.700.306, pada tahun 2017 pajak kini sebesar (18.883.554) dan pajak tangguhan 

sebesar (36.325.487) sedangkan pada tahun 2018 pajak kini sebesar (15.421.713) 

dan pajak tangguhan sebesar 61.784.597. Sehingga menyebabkan jumlah labanya 

pun berbeda, pada tahun 2016 laba sebelum pajak penghasilan sebesar 17.790.700 

dan setelah dikurangkan dengan beban pajak menjadi 9.364.858. pada tahun 2017 

laba sebelum pajak penghasilan sebesar (158.180.637) dan setelah dikurangkan 

dengan beban pajak menjadi naik sebesar 0213.389.678). Sedangkan pada tahun 

2018 laba sebelum pajak penghasilan sebesar (221.052.484) dan setelah 

dikurangkan dengan beban pajak sebesar (175.028.261) 

4.3 Implementasi PSAK No. 46 terhadap Kebijakan Akuntansi dalam 

Laporan  Keuangan Konsolidasian PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk 

Untuk menganalisis adanya kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan 

penerapan PSAK No. 46, peneliti menyajikan tabel mengenai kebijakan akuntansi 

keuangan tentang pajak penghasilan yang diperoleh dari catatan atas laporan 

keuangan dan mencari kesesuaiannya dengan PSAK No. 46 yang disajkan sebagai 

berikut : 
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Tabel 4.7 

Penyesuaian Kebijakan Akuntansi Pajak Penghasilan dengan PSAK No. 46 

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Periode 2016-2018 
No. Kebijakan Akuntansi Pajak Penghasilan Kesesuaian dengan PSAK No. 46 

1 Pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer 

antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam 

laporan keuangan konsolidasian dengan dasar 

pengenaan pajak yang digunakan dalam perhitungan 

laba kena pajak. 

Paragraf 5 

2 Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan 

menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku 

dalam periode ketika liabilitas diselesaikan atau aset 

dipulihkan berdasarkan tarif pajak (dan peraturan 

pajak) yang telah berlaku pada akhir periode 

pelaporan 

Paragraf 47 

3 Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan 

mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan 

cara Grup memperkirakan, pada akhir periode 

pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan 

jumlah tercatat aset dan liabilitasnya. 

Paragraf 51 

4 Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang 

pada akhir periode pelaporan dan dikurangi jumlah 

tercatatnya jika kemungkinan besar laba kena pajak 

tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk 

mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak 

tangguhan tersebut. 

Paragraf 56 

5 Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai beban 

atau penghasilan dalam laba rugi periode, kecuali 

sepanjang pajak penghasilan yang timbul dari 

transaksi atau peristiwa yang diakui, di luar laba rugi 

(baik dalam penghasilan komperhensif lain maupun 

secara langsung di ekuitas), dalam hal tersebut pajak 

juga diakui di luar laba rugi atau yang timbul dari 

akuntansi awal kombinasi bisnis.  

Paragraf 58(b) 

6 Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus 

ketika entitas memiliki hak yang dapat dipaksa secara 

hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini 

terhadap liabilitas pajak kini dan ketika aset pajak 

tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait 

dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh 

otoritas perpajakan yang sama atas entitas kena pajak 

yang sama yang memiliki intensi untuk memulihkan 

aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau 

merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas 

secara bersamaan, pada setiap periode masa depan 

dimana jumlah signifikansi atas aset atau liabilitas 

pajak tangguhan diharapkan untuk diselesaikan dan 

dipulihkan. 

Paragraf 71 (a), 71 (b), 72, dan 73 

Sumber: Catatan atas Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk 

Periode 2016-2018, diolah oleh penulis  
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Berdasarkan penguraian kebijakan akuntansi dengan penyesuaian paragraf 

yang ada di PSAK No. 46 pada tabel 4.7 di atas, PT Garuda Indonesia (Persero) 

Tbk telah menjelaskan tentang apa saja kebijakan-kebijakan yang telah 

perusahaan terapkan pada laporasn keuangannya dan menunjukkan bahwa 

kebijakan akuntansi tersebut berdasarkan sudah berdasarkan paragraf-paragraf 

yang ada di PSAK No. 46. 

Untuk mengetahui bagaimana penerapan PSAK No. 46 pada laporan 

keuangan konsolidasian PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, peneliti juga 

menganalisis aspek penyajian dan pengungkapan laporan keuangan yang 

berdasarkan PSAK NO. 46 dalam penerapannya pada laporan entitas 

konsolidasian yang disajikan sebagai berikut:  

Tabel 4.8 

Penerapan PSAK No. 46 pada Aspek Penyajian dan Pengungkapan 

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Periode 2016-2018 

Aspek Akuntansi Berdasarkan PSAK No. 46 
Penerapan di PT Garuda 

Indonesia (Persero) Tbk 

Penyajian Penyajian yaitu standar yang 

menentukan cara penyajian di 

dalam laporan keuangan  pada 

laporan posisi keuangan atau 

laporan laba rugi. Aset pajak 

tangguhan atau liabilitas pajak 

tangguhan harus disajikan 

secara terpisah dari aset atau 

liabilitas pajak kini dan 

disajikan dalam unsur non 

current dalam laporan posisi 

keuangan. Sedangkan beban 

atau penghasilan pajak 

tangguhan harus disajikan 

terpisah dengan beban pajak 

kini dalam laporan keuangan. 

Dalam laporan posisi keuangan 

aset pajak tangguhan sudah 

disajikan terpisah dari aset 

pajak kini dan beban atau 

penghasilan pajak tangguhan 

juga telah disajikan terpisah 

dengan beban pajak kini dalam 

laporan keuangan yang 

terutang dalam aset tidak 

lancar. Sedangkan pada laporan 

laba rugi dan penghasilan 

komperhensif lain, pajak 

tangguhan telah disajikan 

terpisah dari pajak kini yang 

diungkapkan dalam catatan 

atas laporan keuangan. 

Pengungkapan Pengungkapan yaitu berkaitan 

dengan standar informsai yang 

perlu diungkapkan dalam 

catatan atas laporan keuangan. 

Seperti unsur-unsur perbedaan 

temporer yang menimbulkan 

pajak tangguhan, unsur-unsur 

yang dibebankan langsung ke 

laba ditahan perubahan tarif 

dan sebagainya. 

PT Garuda Indonesia (Persero) 

Tbk telah mengungkapkan 

unsur-unsur perbedaan 

temporer yang menimbulkan 

pajak tangguhan yang disajikan 

ditahun 2016-2018 

diungkapkan secara rinci. 

Perusahaan menjelaskan 

pengungkapannya dalam 

catatan atas laporan keuangan. 

Sumber: PSAK No. 46 PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Periode 2016-2018
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4.3.1 Implementasi Akuntansi Perpajakan PSAK No. 46 Terhadap Laporan 

Keuangan Pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk 

Pajak tangguhan yang diklasifikasikan pada tabel 4.1 diatas. muncul karena 

adanya perbedaan antara kebijakan menurut akuntansi dan peraturan perpajakan. 

Untuk itu peneliti menganalisis perbedaan peraturan atau kebijakan antara 

akuntansi dan fiskal ke dalam analisis berikut : 

1. Beban Penyisihan Piutang 

1. Standar Akuntansi  

Menurut PSAK No.55 untuk instrument lindung nilai yang terbatas pada 

perubahan lain yang diperlukan untuk efek pengganti atas pihak lawan. 

Perubahan tersebut hanya terbatas pada lindung nilai yang konsisten dengan 

ketentuan yang akan diharapkan jika instrument lindung nilai awalnya 

dihapuskan dengan kliring pihak lawan. Perubahan ini termasuk perubahan 

dalam persyaratan agunan. hak untuk saling hapus saldo piutang dan saldo 

hutang dan biaya yang dikenakan. Dan dalam PSAK No. 55 pun lebih 

menyarankan agar piutang diukur dengan cara diamortisasi. Tetapi dalam 

praktek perusahaan melaporkan dengan nilai yang diharapkan diterima. 

Dalam akuntansi terdapat dua metode penghapusan yaitu metode langsung 

dan cadangan. 

2. Peraturan Perpajakan 

Menurut Undang-Undang PPh Pasal 6 ayat 1(h) Piutang yang nyata-nyata 

tidak dapat ditagih dengan syarat:  

1) Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial; 

2) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat 

ditagih kepada Direktorat Jendral Pajak; dan  

3) Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri 

atau instansi pemerintah yang menangani piutang Negara; atau adanya 

perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang 

antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah 

dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya 

pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk 

jumlah yang terutang; 

4) Syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk 

penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k; yang pelaksanaannya diatur lebih 

lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 

2. Penyisihan Penurunan Nilai Persediaan 

1. Standar Akuntansi 

Menurut PSAK 14. suatu penilaian baru dilakukan atas nilai realisasi 

neto pada setiap periode selanjutnya. Ketika keadaan yang semula 
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mengakibatkan penurunan nilai persediaan di bawah biaya perolehan 

ternyata tidak ada lagi atau ketika terdapat bukti yang jelas terhadap 

peningkatan realisasi neto karena perubahaan keadaan ekonomi. Maka 

jumlah penurunan nilai harus balik (yaitu pemulihan adalah terbatas untuk 

jumlah penurunan nilai awal) sehingga jumlah tercatat yang baru dari 

persediaan adalah yang terendah dari biaya perolehan atau nilai realisasi 

neto yang telah direvisi. Hal ini terjadi sebagai contoh ketika suatu jenis 

persediaan yang dicatat sebesar nilai realisasi neto karena harga jualnya 

telah turun masih dimiliki pada periode berikutnya dan harga jualnya telah 

meningkat.  

2. Peraturan Perpajakan 

Menurut UU PPh Pasal 10 ayat 6 pada umumnya terdapat 3 (tiga) 

golongan persediaan barang, yaitu barang jadi atau barang dagangan, 

barang dalam proses produksi, bahan baku dan bahan pembantu. 

Ketentuan pada ayat ini mengatur bahwa penilaian persediaan barang 

hanya boleh menggunakan harga perolehan. Penilaian pemakain 

persediaan untuk penghitungan harga pokok hanya boleh dilakukan 

dengan cara rata-rata atau dengan cara mendahulukan persediaan yang di 

dapat pertama (first in first out atau FIFO). 

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk pada laporan keuangan komersial 

yang disajikan dalam USD tahun 2016-2018 terdapat Biaya Penurunan 

Nilai Persediaan. Pada tahun 2016 terdapat biaya penurunan nilai 

persediaan sebesar  (2.684.523) serta mengalami koreksi fiskal negatif 

sebesar (487.384) sehingga menyebabkan pada laporan keuangan fiskal 

sebesar (2.197.139), pada tahun 2017 terdapat biaya penurunan nilai 

persediaan sebesar (5.562.353) serta mengalami koreksi fiskal positif 

sebesar 1.212.870 sehingga menyebabkan pada laporan keuangan fiskal 

sebesar (6.775.223) dan 2018 mengalami biaya penurunan nilai persediaan 

sebesar (8.422.883) serta mengalami koreksi fiskal positif sebesar 605.652 

sehingga menyebabkan pada laporan keuangan fiskal sebesar (9.02853) 

3. Penyusutan 

Perbedaan antara nilai tercatat bersih aset tetap dan properti investasi 

komersial dan fiskal terdapat pada penentuan metode penyusutannya. 

Metode penyusutan tersebut dibedakan sebagai berikut: 

1. Standar Akuntansi 

Menurut PSAK 16 dalam akuntansi aset tetap adalah pengakuan aset, 

penentuan jumlah tercatat, pembebanan penyusutan dan rugi penurunan 

nilai atas aset tetap. Penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang 

dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya. Berbagai 

metode penyusutan dapat digunakan untuk mengalokasikan jumlah yang 
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disusutkan secara sistematis dari suatu aset selama umur manfaatnya. 

Metode tersebut antara lain: 

a.  Metode garis lurus (straight line method) yaitu menghasilkan 

pembebanan yang tetap selama umur manfaat aset masih dapat 

digunakan. 

b.  Metode saldo menurun (diminishing balance method) yaitu 

menghasilkan pembebanan aset yang menurun selama umur 

manfaat aset. 

c. Metode jumlah unit (sum of the unit method) yaitu menghasilkan 

pembebanan yang menurun selama umur manfaat aset. Akuntansi 

menentukan umur aktiva berdasarkan umur sebenarnya, walaupun 

penentuan umur tersebut tidak terlepas dari tafsiran judgemen. 

2. Peraturan Perpajakan 

Menurut undang-undang PPh Pasal 11 penyusutan atau pengeluaran 

untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk 

memperoleh hak atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 

satu tahun. Dalam peraturan perpajakan hanya menetapkan dua 

penyusutan yaitu garis lurus dan saldo menurun yang harus dilaksanakan 

secara konsisten. Aset (harta berwujud) dikelompokkan berdasarkan jenis 

harta dan masa manfaat. 

Tabel 4.9 

Masa Manfaat dan Tarif Penyusutan 

Kelomok Harta 

Berwujud 
Masa Manfaat 

Tarif Penyusutan 

Garis Lurus Saldo Menurun 

Bukan Bangunan:       

Kelompok 1 4 Tahun 25% 50% 

Kelompok 2 8 Tahun 12.50% 25% 

Kelompok 3 16 Tahun 6.25% 12.50% 

Kelompok 4 20 Tahun 5% 10% 

Bangunan:       

Permanen 20 Tahun 5% - 

Tidak Permanen 10 Tahun 10% - 
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Tabel 4.10 

Koreksi Fiskal PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk 

Periode 2016-2018 

(Disajikan dalam USD) 

Tahun 

Laporan Keuangan 

Komersial Koreksi Fiskal 

Laporan Keuangan 

Fiskal 

2016 19.087.636 20.640.617 (1.552.981) 

2017 18.706.451 8.165.602 10.540.849 

2018 19.418.982 (52.120.748) 71.539.730 

Sumber data: Diolah Penulis  

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk pada laporan keuangan 

komersial yang disajikan dalam USD tahun 2016-2018 terdapat 

Penyusutan. Pada tahun 2016 mengalami penyusutan sebesar 19.087.636 

serta mengalami koreksi fiskal positif sebesar 20.640.617 sehingga 

menyebabkan pada laporan keuangan fiskal sebesar (1.552.981). Pada 

tahun 2017 mengalami penyusutan sebesar 18.706.451 serta mengalami 

koreksi fiskal positif sebesar 8.165.602 sehingga menyebabkan pada 

laporan keuangan fiskal sebesar 10.540.849 dan 2018 mengalami 

penyusutan sebesar 19.418.982 serta mengalami koreksi fiskal negatif 

sebesar (52.120.748) sehingga menyebabkan pada laporan keuangan fiskal 

sebesar 71.539.730. 

4. Penurunan Nilai Aset 

1. Standar Akuntansi 

Penurunan Nilai Aset ini termasuk didalam pembahasan perbedaan 

temporer. Dimana menurut PSAK 48 suatu aset mengalami penurunan 

nilai jika jumlah tercatatnya melebihi jumlah terpulihkannya. Paragraph 

12-14 menjelaskan beberapa indikasi bahwa rugi penurunan nilai mungkin 

telah terjadi. Jika terdapat indikasi tersebut maka entitas disyaratkan untuk 

membuat estimasi formal jumlah terpulihkan. Kecuali seperti yang 

dideskripsikan dalam paragraph 10 pernyataan ini tidak mensyaratkan 

entitas untuk membuat estimasi formal jumlah terpulihkan jika tidak 

terdapat indikasi rugi penurunan nilai. 

2. Peraturan Perpajakan 

Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) undang-undang No. 36 Tahun 2008 

tentang Penghasilan (UU PPh). Menteri Keuangan berwenang menetapkan 

peraturan tentang penilaian kembali aset  dan faktor penyesuaian apabila 

terjadi ketidaksesuaian antara unsur-unsur biaya dengan penghasilan kena 

pajak karena perkembangan harga. 
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PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk pada laporan keuangan komersial 

yang disajikan dalam USD tahun 2016-2018 terdapat Penurunan Nilai 

Aset. Pada tahun 2016 mengalami penurunan nilai aset sebesar (551.307) 

serta mengalami koreksi fiskal negatif sebesar (17.865.566) sehingga 

menyebabkan pada laporan keuangan fiskal sebesar 17.314.259 

5. Perbedaan Perlakuan Aset Pemeliharaan 

1. Standar Akuntansi 

Menurut PSAK No. 16 biaya perolehan aset tetap diakui sebagai aset 

jika dan hanya: 

a. Kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonnomi 

masa depan dari aset tersebut; 

b. Biaya perolehannya dapat diukur secara handal. Sesuai dengan 

prinsip pengakuan. Entitas tidak mengakui biaya perawatan sehari-

hari aset tetap sebagai bagian dari aset tetap tersebut. Sebaliknya, 

biaya tersebut diakui dalam laba rugi pada saat terjadinya. Biaya 

perawatan sehari-hari terutama terdiri dari biaya tenaga kerja dan 

bahan habis pakai termasuk suku cadangan kecil. Bagian tertentu 

aset tetap dapat mensyaratkan penggantian lainnya setelah 

digunakan selama sejumlah jam tertentu. 

2. Peraturan Perpajakan 

Menururt UU No. 36 tahun 2008 Pasal 19 tentang Penghasilan (UU 

PPh). Menteri Keuangan berwenang menetapkan peraturan tentang 

penilaian kembali aktiva  dan faktor penyesuaian apabila terjadi 

ketidaksesuaian antara unsur-unsur biaya dengan penghasilan kena pajak. 

Pesawat dinyatakan berdasarkan nilai revaluasi yang merupakan nilai 

wajar pada tanggal dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi 

penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi. Revaluasi dilakukan 

dengan keteraturan yang memadai untuk memastikan bahwa jumlah 

tercatat tidak berbeda secara material dari jumlah yang ditentukan dengan 

menggunakan nilai wajar pada tanggal laporan posisi keuangan. 

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk pada laporan keuangan komersial 

yang disajikan dalam USD tahun 2016-2018 terdapat Perbedaan Perlakuan 

Nilai Aset. Pada tahun 2016 mengalami perbedaan perlakuan aset 

pemeliharaan sebesar 393.308.458 serta mengalami koreksi fiskal negatif 

sebesar (14.497.540) sehingga menyebabkan pada laporan keuangan fiskal 

sebesar 407.805.998. Pada tahun 2017 mengalami perbedaan perlakuan 

aset pemeliharaan 429.361.211 serta mengalami koreksi fiskal negatif 

sebesar (84.438) sehingga menyebabkan pada laporan keuangan fiskal 

sebesar 429.445.649 dan 2018 mengalami penyusutan sebesar 

529.365.958 serta mengalami koreksi fiskal positif sebesar 61.242.372 

sehingga menyebabkan pada laporan keuangan fiskal sebesar 468.123.586 
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6. Beban Imbalan Pasca Kerja 

1. Standar Akuntansi 

Imbalan pasca kerja yang termasuk didalam pembahasan perbedaan 

temporer ini adalah beban imbalan pasca kerja. Di mana menururt PSAK 

No. 24 imbalan kerja adalah seluruh bentuk imbalan yang diberikan suatu 

entitas dalam pertukaran atas jasa yang berikan oleh pekerja atau untuk 

pemutusan kontrak kerja. Berbeda dengan imbalan kerja, imbalan pasca 

kerja adalah imbalan kerja (selain pesangon dan imbalan kerja jangka 

pendek) yang diterima pekerja setelah pekerja sudah tidak aktif bekerja 

atau menyelesaikan kontrak kerja. Contoh: pensiun, asuransi jiwa pasca 

kerja dan fasilitas pelayanan kesehatan pasca kerja. Jenis-jenis imbalan 

kerja yang tercantum dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut: 

1) Imbalan Kerja Jangka Pendek yaitu imbalan kerja yang jatuh 

temponya kurang dari 12 bulan. Contoh: gaji. iuran jaminan social, 

cuti tahunan, cuti sakit, bagi laba dan bonus dan imbalan 

nonmoneter (tidak berbentuk uang). 

2) Imbalan Kerja Jangka Panjang yaitu imbalan kerja yang jatuh 

temponya lebih dari 12 bulan. Contoh: cuti besar/cuti panjang, 

penghargaan masa kerja (jubilee) dan imbalan cacat permanen. 

2. Peraturan Perpajakan 

Menurut Undang-Undang PPh Pasal 21 ayat 1(c) untuk menentukan 

besarnya penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan 

dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh 

Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh dana 

pensiun atau badan lain yang menyebarkan uang pensiun dan pembayaran 

lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan.Pemotongan atas 

pajak penghasilan sehubungan dengan jasa, pekerjaan atau kegiatan 

dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh oleh 

Wajib pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh dana 

pensiun. 

Menurut UU RI No. 11 tahun 1992 tentang dana pensiun. Pasal 1 No. 

8 disebutkan bahwa program pensiun iuran pasti adalah program pensiun 

yang iurannya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun dan seluruh 

iurannya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun seluruh iuran serta hasil 

pengembangan dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai 

manfaat pensiun. Selanjutnya atas penghasilan berupa manfaat pensiun 

tersebut dikenai pemotongan pajak yang diatur dalam Peraturan 

Pemerintah RI No. 68 tahun 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 

16/PMK.03/2010. 
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4.4 Pembahasan 

Tujuan peneliti dalam penelitian ini yang pertama adalah untuk mengetahui 

bagaimana implementasi PSAK No. 46 PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk telah 

melakukan pengungkapan berdasarkan PSAK No. 46 hal ini dilihat dari Catatan 

Atas Laporan Keuangan (CALK) perusahaan yang telah menyajikan aset pajak 

tangguhan serta liabilitas pajak tangguhan. Perusahaan telah menyajikan 

perbedaaan temporer dan perbedaan permanen sebagai dampak dari koreksi fiskal. 

Tujuan penelitian yang kedua adalah apakah implementasi PSAK No. 46 

telah sesuai dengan peraturan perpajakan. Berdasarkan hasil penelitian, penulis 

menerima perbedaan temporer pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk karena 

terdapat perbedaan pengakuan antara akuntansi dan perpajakan. Berikut ini 

disajikan tabel mengenai perbedaan temporer yang diatur berdasarkan PSAK dan 

Ketentuan Perpajakan: 

Tabel 4.11 

Perbedaan Temporer Berdasarkan PSAK dan Ketentuan Perpajakan 

No Klasifikasi PSAK 
Ketentuan 

Perpajakan 

1 Beban Penyisihan Piutang PSAK 55 UU PPh Pasal 6 

2 Beban Penyisihan Penurunan 

Nilai Persediaan 

PSAK 14 UU PPh Pasal 10 

ayat 6 

 3 Beban Penyusutan PSAK 16 UU PPh Pasal 11 

4 Penurunan Nilai Aset PSAK 48 UU PPh 19 ayat 

(1) 

5 Perbedaan Perlakuan Aset 

Pemeliharaan 

PSAK 16 UU PPh 19 ayat 

(1) 

6 Beban Imbalan Pasca Kerja PSAK 24 UU PPh Pasal 21 

Sumber data: diolah penulis.2019 

Pos-pos ini terkait perbedaan temporer dikarenakan adanya perbedaan 

kebijakan antara akuntansi dan perpajakan. Oleh karena itu, perbedaan kebijakan 

antara akuntansi dan perpajakan ini kemudian dijembatani oleh suatu proses yaitu 

koreksi fiskal. Perbedaan temporer yang merupakan dampak koreksi fiskal pada 

suatu waktu akan mencapai keadaan yang sama atau dengan kata lain suatu waktu 

biaya tersebut akan terpulihkan pada periode selanjutnya. Maka dapat dilihat 

perbedaan temporer pada suatu entitas dan menimbulkan pajak tangguhan. Pajak 

tangguhan sebagai akibat dari perbedaan temporer dapat berupa beban dan 

manfaat pajak tangguhan yang disajikan pada laporan laba rugi komperhensif. 

Kemudian, pajak tangguhan dapat berupa pos aset pajak tangguhan dan liabilitas 

pajak tangguhan.  

4.4.1 Kesesuaian dengan Penelitian Sebelumnya 

PSAK 46 adalah pernyataan standar akuntansi yang mengatur tentang pajak 

penghasilan perusahaan. PSAK No. 46 menggunakan basis akrual dalam 
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perhitungannya terhadap beban, aset dan liabilitas pajak tangguhan sehingga 

dalam akuntansi pun harus dihitung dampak pajak yang harus dibayarkan di masa 

depan. Hidayat (2016) menyimpulkan bahwa laporan keuangan dinyatakan dan 

disajikannya pos aset dan liabilitas pajak tangguhan pada laporan posisi keuangan, 

beban atau Manfaat Pajak Tangguhan pada laporan laba rugi komperhensif, 

perbedaan temporer dan perbedaan permanen pada CALK (Catatan Atas Laporan 

Keuangan), kebijakan akuntansi pajak penghasilan pada CALK serta adanya 

kerugianFiskalyangdikompensasikannya.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan pada PT Garuda Indonesia 

(Persero) Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indnesia (BEI) Periode 2016-2018 

mengenai data yang diperoleh kemudian membandingkan dengan teori yang ada. 

Maka kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan penelitian dan pembahasan 

yang telah diuraikan pada bab sebelumnya adalah: 

1. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, implementasi PSAK No. 46 

pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk telah sesuai berdasarkan PSAK No. 

46, karena perusahaan telah optimal dalam hal pengungkapan. Hal ini dilihat 

dari Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) perusahaan yang telah 

menyajikan aset pajak tangguhan serta liabilitas pajak tangguhan, perusahaan 

juga telah menyajikan perbedaan temporer dan perbedaan permanen. 

2. Pada tahun 2016-2018 telah menerapkan akuntansi perpajakan yang sesuai 

dengan PSAK No. 46 dapat dilihat dari perbedaan temporer yang 

menyebabkan perbedaan pengakuan antara akuntansi dan perpajakan. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa penyajian laporan keuangan sudah sesuai. 

5.2  Saran  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi dalam 

pemahaman mengenai penyajian laporan keuangan konsolidasian yang sesuai 

dengan penerapan. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, khususnya tentang 

akuntansi perpajakan di PSAK No. 46. Karena setiap perusahaan diharuskan 

membayar pajak berdasarkan laba yang diperoleh perusahaan tersebut atas 

kegiatan bisnis yang dikelola perusahaan. Apabila perusahaan belum sesuai dan 

belum menerapkan PSAK No. 46, maka perusahaan tersebut harus menyajikan 

dan menghitung kembali akun-akun sebagai pajak penghasilan yang akan 

memunculkan akun-akun pajak tangguhan dalam laporan keuangan yang berguna 

bagi perusahaan tersebut. Harapan peneliti adalah laporan keuangan yang 

disajikan harus lebih relevan dan mengikuti perkembangan terkini dari PSAK, 

karena setiap tahunnya pasti ada amandemen atau revisi dalam peraturannya yang 

menyesuaikan dengan kondisi di masa yang akan datang., sehingga informasi 

yang diperlukan dapat diandalkan dan berguna dalam kewajaran laporan keuangan 

yang akan diaudit pada periode berjalan. Adapun saran yang dapat disampaikan 

dari permasalahan yang ditemukan dalam penelitian ini, di antaranya: 

1. Bagi Perusahaan  

Dengan telah sesuainya penerapan PSAK No. 46 pada laporan keuangan 

konsolidasian dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dibuat
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dengan memadai, perusahaan harus mempertahankan kesesuaian tersebut 

untuk pelaporan di periode mendatang, dan lebih detail lagi dalam 

mengungkapkan informasi-informasi dan memahami perkembangan waktu 

untuk periode selanjutnya atas akun-akun yang menjadi pengungkapan dari 

PSAK No. 46 berdasarkan amandemen yang sesuai dengan tanggal efektif. 

2. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Bagi Penelitian Selanjutnya adalah agar dalam melakukan penelitian 

menggunakan perhitugan rekonsiliasi fiskal yang dimana hanya dapat 

dilakukan dengan data primer, yaitu data langsung yang diperoleh dari 

perusahaan sehingga diharapkan pada penelitian selanjutnya akan terlihat 

bagamaina perhitungan-perhitungan mengenai pos-pos pajak tangguhan agar 

memperoleh hasil penelitian yang lebih baik. 
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